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ABSTRAK 
 
       Asas itikad baik merupakan kepercayaan, patut dan adil dalam melaksanakan 
perjanjian kredit. Unsur iktikad baik ini sebenarnya hanya mengisyarat pada 
pelaksanaan dari kontrak. Tetapi dalam pra kontrak dan pasca kontrak juga harus 
didasarkan atas itikad baik.  
       Perjanjian kredit merupakan dimana seseorang memiliki hutang pada orang 
lain, berjanji akan mengembalikannya dengan waktu yang sudah ditentukan 
disertai bunga pinjaman atau jasa lalu mereka sepakat guna melaksanakan sesuatu. 
Kontrak dikatakan absah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian, salah 
satunya yaitu asas itikad baik.  
       Penulis telah melakukan penelitian terkait bentuk pelaksanaan asas itikad baik 
pihak kreditur dan pihak debitur serta penyelesaian kredit macet di Koperasi 
Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes. Jenis penelitian ini menggunakan 
kepustakaan, sedangkan metode pendekatannya normatif.  
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanan asas itikad baik 
pihak kreditur dan pihak debitur tertuang pada saat melaksanakan kewajiban para 
pihak melalui tiga tahapan yaitu tahap pra kontrak, tahap kontrak serta tahap pasca 
kontrak. Serta penyelesaian kredit macet dapat diselesaikan dengan asas itikad 
baik melalui negoisasi (Alternatif Dispute Resolution). 
       Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk dijadikan 
sebagai bahan informasi serta pengertahuan untuk mahasiswa, akademisi, serta 
semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal.  
 
Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perjanjian Kredit 
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ABSTRACT 
 
       The principle of good faith is trust, proper and fair for implementing credit 
agreements. This element of good faith actually only signals the implementation 
of the contract. But in pre-contract and post-contract must also be based on good 
faith. 
       Credit agreement is where a person has a debt to someone else, promises to 
return it within the specified time accompanied by interest on loans or services 
and then they agree to do something. A contract was valid if it has fulfilled the 
legal requirements of the agreement, one of which is the principle of good faith. 
       The author has conducted research related to the form of the implementation 
of the good faith principle of the creditor and the debtor as well as the settlement 
of bad loans in the Cooperative Savings and Loans Abadi Karya Brebes. This is 
literature research, and use normative approach method. 
       The aim of this research is to indicate that the form of implementing the good 
faith principle of the creditor and the debtor stated in carrying out the obligations 
of the parties through three stages, the pre-contract stage, the contract stage and 
the post-contract stage. And the settlement of bad loans can be resolved with the 
principle of good faith through negotiations (Alternative Dispute Resolution). 
       Based on the results of this reserach are expected to be useful as information 
and knowledge for students, academics, and all parties who need it in the Faculty 
of Law, Pancasakti University Tegal. 
 
Keywords: Good faith principle, Credit Agreement. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
Asas itikad baik merupakan hal dasar yang wajib harus dilakukan pihak-
pihak terkait untuk melakukan perjanjian, yang dimana pihak-pihak ini saat 
melakukan perjanjian harus didasarkan asas itikad baik untuk melaksanakan 
substansi kontrak. 
 Asas itikad baik ini memiliki arti kepercayaan seseorang atas perkataan 
orang lain, disertai dengan niat baik, pelaksanaan kontrak juga harus 
dilakukan secara patut dan adil. Asas itikad baik yang digunakan pada 
perjanjian yaitu asas itikad baik yang bersifat objektif.
1
 
       Asas itikad baik ini meskipun tidak menjadi bagian dari syarat sah 
perjanjian. Tetapi asas ini menjadi hal dasar untuk melakukan perjanjian. 
Salah satu lembaga keuangan non bank yang dalam melakukan perjanjian 
kredit dilaksanakan dengan asas itikad baik yaitu koperasi. 
Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi 
rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
2
Merupakan badan hukum keuangan 
non bank yang menjalankan usaha menerima uang (menyimpan) serta 
memberikan kredit berupa modal (uang) pada debitur dengan (jasa/ bunga).
                                                             
1 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum, Yogyakarta; 
FH UII Press, 2017,hlm. 181. 
2 Sudarsono & Edilius, Manajemen Koperasi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 
19.  
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Koperasi tempat untuk bertemunya masyarakat yang kurang mampu 
dalam perekonomiannya, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan 
pekerjaan untuk merubah nasib mereka yang lebih baik.
3
 Di indonesia 
koperasi mempunyai berbagai jenis, yaitu seperti koperasi simpan pinjam. 
Tujuan dari koperasi ini sendiri sebenarnya meniadakan praktek rentenir
4
 
Pengertian renternir adalah seseorang yang meminjamkan uang kepada orang 
lain (yang membutuhkan) pada saat pengembalian uang tersebut orang itu 
harus mengembalikan dengan berkali-kali lipat uang yang dipinjamnya.
5
 
Definisi kredit koperasi itu sendiri adalah sebagai tempat pengadaan uang 
atau pembayaran piutang dengan adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak. 
Dimana pihak debitur diwajibkan membayar lunas hutangnya dengan disertai 
jasa (bunga) dalam batas waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak. 
Definisi kredit koperasi diatas sesuai dengan apa yang telah dijelaskan 
secara mendalam pada undang-undang perbankan pada Pasal 8 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  
Koperasi tercatat sebagai badan pembiayaan yaitu mengumpulkan uang 
dari para anggota yang setelah itu akan disalurkan lagi uang tersebut kepada 
yang membutuhkan baik itu anggota koperasi atau masyarakat umum.
6
 Dalam 
memberikan kreditnya terlebih dahulu dibuat dalam kontrak perjanjian kredit. 
                                                             
3
 Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1989. 
4 
Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta: Andi, 
2012, hlm.6.  
5 
Ibid., 
6
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, 
Cet-15, hlm. 253. 
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Kontrak perjanjian kredit ini dibuat dengan pernyataan sepakat, yang 
intinya semua pihak mematuhi isi kontrak. Yang kemudian satu sama lain 
mengikatkan diri dalam perjanjian kredit ini. Pembuatan kontraknya wajib 
dibuat tertulis yang bilamana bisa menjadi bukti tertulis paling kuat.  
Alat bukti ini sudah dijelaskan secara tegas yang tertera didalam Pasal 
1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat alat bukti yaitu 
tertulis, bukti kesaksian, bukti dugaan, bukti pernyataan (pengakuan) serta 
janji kaul atau ikrar (sumpah). 
Mengenai persyaratan yang sudah ditegaskan tercantum pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai dilaksanakan agar 
perjanjian kredit itu sah terdapat dalam buku ketiga tentang perikatan bagian 
dua antara lain sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
7
 
Setelah dipenuhinya empat syarat perjanjian tersebut, maka perjanjian itu 
sudah sah serta terikat pada hukum yang berlaku serta ditujukan pada pihak-
pihak yang terkait (membuat). Jika sudah sah perjanjian tersebut maka pihak 
kreditur harus melaksanakan kewajibannya. 
 Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes salah satu koperasi yang 
dalam melakukan perjanjian kredit didasarkan asas itikad baik serta dalam 
memberikan permohonan pinjaman kreditnya menerapkan prinsip 5C, ini 
sebagai mengendalikan pembiayaan yang bertujuan tidak terjadi kredit macet. 
 Prinsip yang dimaksud yaitu condition, capital, collateral, character, 
capacity. Prinsip ini bisa digunakan untuk menghindari atau meminimalisir 
                                                             
7 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, 2002, Cet-19, hlm. 162. 
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penunggakan pembiayaan yang dilakukan pihak debitur caranya dengan 
menganalisis calon nasabah melalui prinsip ini.
8
 
Dengan ini dapat dikatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya 
Brebes sudah mengurangi resiko kredit macet. Diharapkan pada tiap koperasi 
dalam menjalankan usahanya menggunakan metode usaha dengan cara 
menerapkan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kredit.  
Masalah yang kerap kali timbul pada perjanjian kredit yaitu wanprestasi, 
walaupun pihak koperasi sudah mengurangi resiko dengan menerapkan 
prinsip 5C tetap saja terjadi sengketa kredit macet baik itu yang terjadi pada 
anggota koperasi maupun masyarakat umum. 
 Definisi dari wanprestasi sendiri adalah tidak melakukan seperti apa 
yang pernah disetujui bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya, 
seperti yang sudah ditentukan pada isi kontrak yang telah dibuat pihak 
pertama dan pihak kedua.
9
 
Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dari pihak debitur dapat terjadi, 
bisa disebabkan karena ada unsur kesengajaan maupun tidak.
10
 Faktanya 
dikoperasi apabila ditemui kredit macet, sudah banyak koperasi yang 
penyelesaian menggunakan jalan penyelesaian sengketanya jalur non litigasi. 
 Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes salah satu koperasi yang 
telah banyak melakukan perjanjian kredit didasarkan dengan asas itikad baik 
                                                             
8
 Saraswati Meutea, Nuzula Nila Firdausi , “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya 
Untuk Mencegah  Terjadinya Pembiyaan  Bermasalah (Studi Kasus pada PT Bank “X” Syariah 
Tbk Cabang Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis Volume. 66, No.1 Januari 2019, hlm. 20.  
9 
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.180. 
10 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, 
hlm.74. 
5 
 
 
 
serta dalam menyelesaikan kredit macet dilaksanakan dengan asas itikad baik 
(Alternative Dispute Resolution).
 
Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes disamping proses 
mengajukan permohonan pinjaman mudah, lalu bilamana terjadi kredit macet 
maka dapat diselesaikan dengan asas itikad baik (kekeluargaan) melalui 
negosiasi.  
       Serta jika menemukan fakta si peminjam tak sanggup melaksanakan 
kewajibannya, maka barang jaminan yang disita tidak langsung dijual atau 
dipindah tangankan jaminan tersebut kepada pihak ketiga melalui eksekusi 
lelang jaminan. 
Selain alasan yang telah disebutkan diatas, penulis melakukan penelitian 
ini karena tidak banyak yang menjelaskan penganturan mengenai asas itikad 
baik dalam perjanjian kredit. Sebenarnya masih banyak orang yang belum 
mengerti dan memahami mengenai pokok permasalahan yang dibahas ini. 
Dengan adanya permasalahan diatas membuat penulis tertarik 
mengangkatnya untuk dijadikan penulisan skripsi dengan judul: ASAS 
ITIKAD BAIK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN 
KREDIT. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan asas itikad baik kreditur dan debitur 
dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes? 
6 
 
 
 
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan dengan asas itikad 
baik (non litigasi) di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pelaksanaan asas itikad baik 
kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam 
Abadi Karya Brebes. 
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian kredit macet dapat 
diselesaikan dengan asas itikad baik di Koperasi Simpan Pinjam Abadi 
Karya Brebes. 
 
D. Manfaat Penulisan  
1. Manfaat Teoritis  
a. Dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa membantu 
menyampaikan ilmu terhadap pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya, dan serta dapat memberikan tambahan pengetahuan 
mengenai prinsip kepercayaan atau keyakinan penuh, niat yang baik 
dan patut saat mengadakan kontrak kredit. 
b. Dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa dijadikan tambahan 
referensi, literature atau bahan-bahan informasi dan dijadikan sebagai 
dorongan bagi pembaca ataupun seseorang yang akan melakukan 
penelitian. 
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2. Manfaat Praktis  
a. Menjadikan sebagai dorongan bagi si penulis guna membangun 
penalaran, gagasan, dan membentuk pola pikir pada saat menerapkan 
ilmu yang sudah diperolehnya. 
b. Semoga dengan adanya analisis mengenai bentuk pelaksanaan asas 
itikad baik ini saat mengadakan kontrak kredit dilakukan melalui 
kepercayaan, secara patut dan adil serta penyelesaian sengketa kredit 
macet melalui negosiasi yang ada di penelitian ini. Bisa membantu 
serta menambah pemahaman terhadap pihak yang membutuhkan 
melalui kaitannya dengan persoalan penelitian ini. 
 
E. Tinjauan Pustaka  
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis sebagai berikut: 
1. I Gusti Agung Wisudawan 
Judul Jurnal Prinsip Itikad Baik Kedua belah Pihak Pada Perjanjian 
Kredit Sebagai Upaya Meminalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada 
Lembaga Keuangan Koperasi”.11 Dalam jurnal ini gusti memaparkan 
kegunaan dari prinsip itikad baik yang diterapkan di koperasi yang 
diharapkan agar bisa memperkecil atau menekan supaya tingkat angka 
sengketa yang terjadi karena pinjaman bermasalah bisa berkurang. 
                                                             
11 
I Gusti Agung Wisudawan, Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit 
Sebagai Upaya Meminalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi, 
Jurnal, GaneÇ Swara Vol. 7 No.2, September, 2015, hlm. 58. 
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2. Ratih Nawangwulan 
Judul Skripsi Analisis Penerapan Itikad Baik Dalam Penyelesaian Kredit 
Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.
12
 Dalam 
skripsi ini ratih memaparkan mengenai permasalahan yang dibahas yaitu 
menganalisis pelaksanaan itikad baik dalam menyelesaikan kredit macet 
(bermasalah) dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan mengenai 
keterlambatan pemenuhan prestasi. 
3. Cornelius William Bagus Firmandi Bock 
Judul Jurnal Ilmiah yang ketiga yang hampir sedikit mirip dengan judul 
skripsi yang kedua. Bedanya dalam jurnal yang berjudul Penerapan 
Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Badan Usaha Keuangan 
Koperasi, dalam jurnal ini william memaparkan mengenai permasalahan 
yang dibahas yaitu bagaimana prinsip ini bisa diterapkan saat melakukan 
kontrak pinjaman di koperasi serta penyelesaian sengketa yang terjadi.
13
 
 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang didapat dari kepustakaan seperti buku, 
                                                             
12 Ratih Nawangwulan, Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Kredit 
Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, Skripsi, Fakultas Hukum, 
Universitas Gajah Mada, 2017, hlm. 10. 
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 Cornelius William Bagus Firmandi Bock, Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian 
Kred Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006, hlm. 26.it Pada Lembaga Keuangan Koperasi, Jurnal Ilmih, Vol.5 No. 3 2013, hlm. 4. 
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jurnal dan peraturan perundang-undangan serta tulisan lain.
14
 Yang sesuai 
dengan dengan judul penelitian dikarenakan pokok permasalahan dalam 
penelitian ini di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes dianalisis 
bagaimana implementasi keterkaitan dengan asas itikad baik kreditur dan 
debitur dalam perjanjian kredit serta penyelesaian kredit macet di 
koperasi. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang dipakai menggunakan normative merupakan 
pendekatan penelitian konseptual dengan menganalisis bagaimana 
pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini. 
Pendekatan penelitian ini dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam 
norma peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Yang 
kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan persoalan dibahas.
15
 
3. Sumber Data  
Sumber data yang dipakai berjumlah dua yaitu:  
a. Sumber data primer yaitu keterangan informasi yang didapatkan 
penulis langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Manager 
Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes mengenai 
penyelesaian kredit macet dilakukan dengan asas itikad baik 
                                                             
14
 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006, hlm. 26. 
15 
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001, 
hlm.12.
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(negosiasi) yang kemudian keterangan yang didapat selanjutnya 
dioleh penulis untuk disusun.
16
 
b. Sumber data sekunder yaitu keterangan informasi yang didapatkan 
secara tidak langsung yaitu seperti keterangan pendukung keterangan 
bahan (data) utama yaitu:
17
 
1. Bahan Hukum Primer yaitu keterangan mengenai aturan-aturan 
yang terikat dalam ketentuan aturan hukum
18
  terdiri dari: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ; 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; 
c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. 
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu keterangan informasi yang 
menyampaikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang 
mencakup literatur seperti jurnal, dokumen yang berkaitan 
dengan penelitian yang dibahas.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Cara memperoleh keterangan atau informasi saat melakukan riset 
(penelitian) yaitu: 
a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara penulis membaca buku-buku 
referensi perpustakaan, seperti undang-undang, dokumen, jurnal dan 
yang kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang didapat. 
                                                             
16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 2016, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.11. 
17 
Ibid.,
 
18 
Ibid., hlm.114. 
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b. Wawancara yaitu metode pengambilan informasi (data) melalui 
tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang dibuat semi 
terstuktur, yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan, antara 
beberapa pertanyaan yang terstruktur dengan yang tidak terstruktur. 
Artinya, dari beberapa jawaban yang didapat diperdalam 
pemahamannya untuk mendapatkan data yang akurat, yang berasal 
dari narasumber. Seorang penulis juga bisa mengkaji atau meneliti 
terlebih dahulu guna menjupai masalah yang perlu dilakukan 
penelitian.
19
  
5. Analisis Data  
Analisis data yang dipakai adalah teknik data kualitatif yaitu analisis data 
yang didapatkan informasi secara langsung dengan mewawancarai 
Manager Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes kemudian data 
diolah lalu dikaitkan dengan teori dan konsep yang ada mengenai 
permasalahan  yang diteliti. Penjelasan diatas informasi yang didapat  
dalam bentuk tertulis (catatan). Analisis ini menggunakan model berfikir 
induktif, yaitu yang sifatnya tidak umum (khusus) yang didapat dari 
mengambil simpulan dari hasil penelitian. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016, 
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G. Sistematika Penulisan  
Rencana laporan penelitian ini ada 4 bagian meliputi: 
BAB I, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah menjelaskan apa yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penulisan ini, tujuan penulisan menjelaskan ada alasan 
dibalik penulis untuk menulis ini guna memperoleh hal tertentu untuk dituju, 
manfaat penelitian menjelaskan tentang faedahnya penulis melakukan 
penelitian ini, tinjauan pustaka menjelaskan artikel atau karya ilmiah yang 
lain yang hamper sama pembahasannya dengan punya si penulis, metode 
penelitian menjelaskan cara si penulis dalam hal untuk mendapatkan apa yang 
dia tuju dan mendapatkan hasil yang selama ini dia cari, sistematika laporan 
penelitian menjelaskan tentang apabila ingin melakukan penelitian maka 
harus menyusun bagian-bagian apa saja yang akan dia tulis dalam skripsi 
mapun karya ilmiah lainnya. 
BAB II, Pembahasan. Bab II menjelaskan tentang Tinjauan Umum 
Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum Asas Itikad Baik, Tinjauan Umum 
Koperasi. 
BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab III menguraikan tentang 
pembahasan berdasarkan pokok permasalahan yaitu bagaimana bentuk 
pelaksanaan asas itikad baik kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit serta 
bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan Koperasi Simpan 
Pinjam Abadi Karya Brebes yang dilaksanakan dengan asas itikad baik. 
13 
 
 
 
BAB IV Penutup. Bab IV ini menguraikan tentang simpulan berdasarkan 
analisis data yang dilakukan sudah terjawab tentang pokok masalah telah 
dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh 
penulis.
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BAB II 
LANDASAN KONSEPTUAL 
 
A. Perjanjian Kredit 
1. Pengertian Perjanjian 
Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perihal dimana 
seseorang memiliki hutang pada orang lain dan berjanji akan 
mengembalikannya dengan waktu yang sudah ditentukan disertai bunga 
pinjaman atau jasa lalu mereka berjanji untuk melakukan suatu hal.
20
 
Perjanjian atau perikatan lahir dengan adanya persetujuan pihak-
pihak dalam mengadakan kontrak tersebut. Begitu pula dengan lahirnya 
seorang kreditur (orang yang memiliki hutang) dan debitur (orang yang 
meminjamkan sesuatu kepada orang lain). 
Seperti yang sudah dijelaskan secara tegas dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Pasal 1313. perjanjian itu terdapat kesepakatan 
oleh dua orang bahkan bisa lebih. Yang kemudian mereka mengikatkan 
diri akan melakukan sesuatu yang sifatnya berupa materiil dimana 
materiil ini ada di dalam aset kekayaan seseorang. 
Apabila seseorang mengembalikan sesuatu yang dipinjam dari orang 
lain biasanya orang tersebut bisa berkali lipat untuk mengembalikannya 
disertai dengan bunga pinjaman. Hal ini dilakukan sesuai dengan apa 
yang sudah disepakati dalam kontrak perjanjian.  
                                                             
20 Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet-2, hlm. 42.
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Didalam perjanjian terdapat consensus dari pihak-pihak yang terkait 
untuk melaksanakan sesuatu hal, seperti asset kekayaan yang dinilai 
dengan uang.
21
 Pada tatanan aturan dalam negeri (nasional) ini perjanjian 
atau kontrak memiliki penafsiran yang sama. 
Perjanjian maupun kontrak terdapat beberapa unsur seperti para 
pihak yang mempunyai kemampuan atau kecapakan, syarat-syarat yang 
disetujui, pendapat hukum, adanya hubungan perjanjian timbal balik, lalu 
didalam perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban.
22
 
Karakteristik dari perjanjian atau kontrak adalah berupa tulisan yang 
mengandung janji dari pihak-pihak terkait, disertai dengan ketentuan dan 
persyaratan yang mempunyai fungsi sebagai bukti tertulis mengenai 
kesepakatan kewajiban. 
 
2. Pengertian Kredit 
Berbicara mengenai sebutan atau istilah kredit ini bahwa asal 
mulanya dari bahasa romawi credere memiliki arti percaya ataupun 
creditium yang artinya saya percaya.
23
 Kepercayaan ini sangat diperlukan 
untuk melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian. 
 Hal ini jika dikaitkan dengan koperasi yang memberikan pinjaman 
pada seseorang karena memiliki kepercayaan bahwa orang yang 
                                                             
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya, 2000, 
hlm. 224. 
22
 Ibid., hlm. 225. 
23
 Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2019, Cet-1, hlm. 9. 
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meminjam (pihak debitur) tersebut memiliki kesanggupan untuk 
melunasi hutangnya sesuai batas tempo (waktu) yang sudah ditentukan. 
Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu 
membeli atau melangsungkan sesuatu hal seperti pinjaman dan berjanji, 
akan dibayar sesuai dengan tepat waktu apa yang sudah disepakati dan 
tertuang dalam perjanjian.
24
 
Berkaitan jangka waktu pemberian dan penerimaan kembali, maka 
prestasi ini termasuk perihal absurd (abstrak) dan sukar diraba. 
Dikarenakan pemberian kredit serta memperoleh prestasi, ini bisa 
berlangsung sampai beberapa bulan bisa juga berjalan beberapa tahun.
25
 
Salah satu tokoh yaitu Rolling G Thomas merumuskan mengenai arti 
kredit yaitu bahwa kredit didasarkan kepada kepercayaan pihak satu 
kepada pihak lain akan kemampuan debitur untuk membayar hutangnya 
pada masa mendatang.
26
 
Terdapat juga unsur-unsur kredit dalam perjanjian kredit terdiri dari 
4 unsur:
27
  
a. Kepercayaan ialah untuk melaksanakan kewajiban yang sudah 
tertuang dalam perjanjian kredit, pihak pertama dan pihak kedua 
memiliki keyakinan atas sesuatu yang diberikan pihak koperasi 
kepada pihak debitur. Dan pihak debitur wajib melunasinya sesuai 
batas waktu yang sudah tertuang dalam perjanjian. 
                                                             
24 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 224. 
25 Edy Putra Tje’Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta: Liberty, 
1989, hlm. 10.
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 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 21-22. 
27 Johanes Ibrahim Kosasih, Op.cit., hlm. 12. 
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b. Waktu ialah terdapat batas tempo antar memberi hutang berupa uang 
atau modal dengan pelunasannya, yang sebelumnya sudah disepakati 
oleh pihak kreditur dan pihak debitur. 
c. Prestasi ialah tercapainya kesepakatan perjanjian kredit yang 
dilakukan pihak kreditur dan pihak debitur dengan terdapat wujud 
(prestasi) berbentuk prestasi serta kontra prestasi yang berbentuk 
uang dan juga bunga pinjaman. 
d. Risiko ialah adanya sebagai akibat dari memberi hutang serta 
melunasi hutang apabila terjadi kredit macet atau bermasalah 
kemudian untuk menyelamatkannya dan menghindari debitur 
melakukan wanprestasi maka harus ada pengikatan jaminan atau 
agunan milik debitur. 
Jadi definisi perjanjian kredit dapat disimpulkan bahwa perjanjian 
prinsipil yang sifatnya nyata atau rill. Sebagai perjanjian yang sifatnya 
nyata, maka perjanjian jaminan merupakan assessor-nya. Adanya 
berakhirnya suatu perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok. 
 Arti rill dalam perjanjian kredit disini dapat diartikan bahwa 
perjanjian kredit ditentukan dari pengalihan atau berpindahnya uang dari 
pihak kreditur kepada pihak debitur.
28
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 Hermansah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2005, hlm. 71. 
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3. Macam-Macam Perjanjian 
Ada beberapa jenis perjanjian sesuai dengan ukuran kepentingan antara 
lain: 
a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak. 
Perjanjian Timbal Balik ialah kontrak isinya memuat ada hak 
salah satu pihak dan pihak ini menjadi kewajiban bagi pihak 
lawannya.
29
 Misalnya perjanjian timbal balik dalam perjanjian jual 
beli. 
Perjanjian jual beli ialah perjanjian pihak satu dengan pihak yang 
lain si penjual memberi barang pada si pembeli, kemudian pembeli 
membayar barang yang dibelinya dengan harga yang sudah 
disepakati. 
Sedangkan perjanjian sepihak adalah bentuk perjanjian dari 
sebuah tindakan yang dilakukan salah satu pihak, bahwa dari kedua 
pihak tersebut pihak yang satu memiliki sesuatu yang harus 
didapatkan dari pihak lain untuk melakukan hal yang diminta. 
 Perjanjian sepihak ini menyebabkan pihak tersebut merasa 
terbebani. Hal ini seperti terdapat pada perjanjian kredit yaitu 
memakai istilah kreditur dan debitur 
30
 contoh lainnya yaitu hibah, 
wasiat. 
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 Setiawan Ketut Oka, Op.cit., hlm. 50. 
30 
Setiawan Ketut Oka, Op.cit., hlm. 49.
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b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama 
Semua perjanjian telah disetujui oleh pihak-pihak terkait, 
perjanjian ini memiliki nama yang tidak umum (khusus) ataupun 
umum. Dengan mamakai nama tertentu, patuh pada aturan hal ini 
sesuai apa yang sudah dijelaskan secara tegas pada Pasal 1319 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 
Menurut penjelasan diatas terdapat dua macam perjanjian yaitu: 
1. Perjanjian bernama (benoemde) adalah dimana beberapa jenis 
perjanjian mempunyai nama tidak umum lebih tepatnya orang 
mengetahui dengan nama tertentu. Dan perjanjian ini memiliki 
aturan dalam undang-undang. 
 Perjanjian ini hanya ada sedikit, contohnya menjual dan 
membeli, perjanjian kerja, perjanjian kredit, pertanggungan, 
perjanjian leasing, pengangkutan, sewa-menyewa, tukar-
menukar.
31
 
2. Sedangkan perjanjian tidak bernama (onbenoemde) adalah 
beberapa jenis perjanjian yang tidak memiliki nama umum serta 
tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
jumlahnya tidak terbatas, contohnya perjanjian sewa beli.
32
 
c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan 
Perjanjian obligatoir dapat dikatakan bahwa memfokuskan pada 
perihal kesepakatan pihak-pihak tersebut mengadakan kontrak 
                                                             
31
 Setiawan Ketut Oka, Op.cit., hlm. 51-52.
 
32 Setiawan Ketut Oka, Op. cit., hlm. 53.
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(perjanjian), guna melaksanakan pemberian suatu benda kepada 
pihak lain.  
Contohnya dalam jual beli meskipun telah tercapai kata sepakat 
dari produsen dan konsumen mengenai berapa harga barang. Tetapi 
barang tersebut mengakibatkan barangnya belum pasti berpindah dari 
si penjual ke si pembeli.
33
 
Untuk itu dibutuhkan perjanjian kebendaan yaitu perjanjian yang 
dimana seseorang (produsen) memberikan hak atas benda/barang 
yang ia jual pada pihak lain (konsumen), dengan kata lain perjanjian 
yang menyerahkan kewajiban benda tersebut kepada pihak lain.  
d. Perjanjian Konsensual & Nyata (Riil) 
Perjanjian Konsensual ialah sebuah kontrak (perjanjian) 
dilakukan oleh dua orang maupun lebih apabila mereka telah 
mencapai kata persetujuan dari kedua pihak untuk melakukan 
perikatan.  
Sedangkan perjanjian nyata (riil) ialah sebuah kontrak 
(perjanjian) semata-mata setelah berlangsung penyerahan barang.
34
 
Contohnya perjanjian penitipan barang (helm) seperti di parkiran 
sebuah mall, para pengunjung menitipkan helmnya pada petugas. 
Perjanjian kredit ialah dimana kesepakatan antar pihak kreditur 
dan pihak debitur berarti koperasi menciptakan ikatan hubungan 
                                                             
33
  Setiawan Ketut Oka, Op. cit., hlm. 53.
 
34  
Setiawan Ketut Oka, Op.cit., hlm. 52. 
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orang yang memberikan pinjaman dan orang yang menerima 
pinjaman tersebut.  
Dimana dalam perjanjian kredit ini bahwa pihak debitur 
berkewajiban untuk melunasi hutangnya yang pada saat itu dipinjami 
oleh pihak kreditur sesuai dengan persyaratan yang ada serta 
persetujuan para pihak yang membuatnya. 
Perjanjian kredit bisa dikatakan memiliki arti seperti perjanjian 
bernama, karena termasuk perjanjian utang piutang maupun pinjam 
meminjam dimana pinjaman memakai objek hukum berbentuk benda 
(materi atau asset) tak bisa dirubah. 
Serta objek hukum yang digunakan dalam perjanjian kredit 
termasuk benda (materi atau asset) yang tak bisa habis jika seseorang 
memakainya ataupun menggunakannya serta bisa juga ditukar 
dengan benda yang sejenis. 
 
4. Syarat Sah Perjanjian 
Dalam melakukan perjanjian kredit terdapat beberapa syarat sah 
perjanjian yang secara tegas dimuat pada Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata antara lain.
35
 
1. Sepakat 
Kata sepakat didalam perjanjian adalah pihak pertama dan pihak 
kedua saat melakukan perjanjian memiliki kehendak melakukan 
                                                             
35 
Setiawan Ketut Oka, Op.cit., hlm. 61.
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sesuatu tanpa terhalang apapun guna terikat serta kehendak tersebut 
perlu dinyatakan.  
Salah satu tokoh yaitu Mariam Darus Budrulzaman merumuskan 
mengenai definisi sepakat digambarkan sebagai pernyataan mengenai 
kehendak yang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang 
terkait. 
Kesepakatan dibutuhkan untuk mengadakan perjanjian, Hal ini 
dimaksudkan untuk para pihak harus memiliki kebebasan kehendak 
yang berarti bahwa tiap-tiap pihak tidak memperoleh tekanan yang 
berakibat kecacatan dalam melaksanakan perjanjian. 
Pernyataan kemauan para pihak tidak selalu diperlihatkan 
dengan tegas tetapi dapat dilihat dari perilaku seseorang atau hal lain 
yang mengutarakan pernyataan kemauan para pihak ini.
36
 Proses 
perjanjian apabila terjadi dwang (tekanan) bisa cacat hukum. 
2. Kecakapan 
Seseorang yang ingin membuat atau mengadakan perjanjian 
harus cakap hukum.
37
 Artinya orang itu harus sudah dewasa, jika 
seseorang tersebut usianya sudah dewasa (cakap) maka bisa 
melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian. 
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menyebabkan 
akibat atau dampak hukum. Seseorang dikatakan dewasa dalam BW 
                                                             
36
 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial, 
Jakarta: Kencana, 2010, Cet-1, hlm. 162. 
37 Setiawan Ketut Oka, Op.cit., hlm. 63.
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dijelaskan bahwa dewasa harus sudah menginjak usia 21 tahun 
maupun sudah menikah.  
Seperti apa yang sudah dijelaskan secara tegas pasa Pasal 1330 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ada beberapa orang 
yang tidak bisa melakukan tindakan (perbuatan) hukum antara lain:
38
 
a. Seseorang yang dikatakan belum cukup umur (anak-anak) 
b. Seseorang ditaruh dibawah pengampuan (sakit jiwa, 
dungu/bodoh) dan 
c. Sebagaimana seperti yang diatur secara tegas dalam Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA Nomor 3 
Tahun 1963, bahwa istri dapat melakukan perbuatan hukum. 
Apabila ada seseorang yang tidak cakap hukum melakukan 
perbuatan hukum seperti perjanjian, maka bisa dibatalkan perjanjian 
tersebut tetapi kewenangannya tidak dibedakan dalam undang-
undang yang mengatur secara langsung (point b batal demi hukum). 
3. Suatu hal tertentu 
Yang berarti dalam membuat perjanjian harus jelas mengenai 
barang yang dijadikan objek (jenis, jumlah dan harga). Hal ini 
memastikan kewenangan guna melakukan sesuatu yang seharusnya 
menjadi miliknya.  
Serta melakukan sesuatu hal yang didasari dengan tanggung 
jawab oleh pihak kreditur dan pihak debitur dalam membuat 
                                                             
38 Agus Yudha Hernoko, Op.cit., hlm. 185.
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perjanjian sehingga tidak menyebabkan pertentangan antar para 
pihak dalam melangsukan kontraknya.
39
 
4. Suatu sebab (kausa) yang halal 
Kata “sebab” menurut terjemahan bahasa belanda dikenal 
dengan oorzaak sedangkan pada bahasa latin dikenal dengan causa. 
Badrulzaman merumuskan causa disini tidak ada kaitannya dengan 
terjadinya perjanjian ini sehingga menimbulkan sebab akibat. 
Bisa disimpulkan bahwa penafsiran causa disini bukan berkaitan 
dengan ajaran causaliteit.
40
 Bukan menjadi penyebab dorongan 
pihak-pihak melaksanakan perjanjian. Yang menjadi motif orang 
melakukan perjanjian tidak menjadi perhatian dalam undang-undang. 
Contohnya si A membeli rumah pada si B demi menghindari 
nilai (jumlah) uangnya menurun, Dan berkat si A membeli rumah si 
B maka si B mendapat uang dari si A. 
Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, 
diantaranya yakni antara lain: 
a. Klausa yang halal yaitu isi dari perjanjian tersebut tidak 
melanggar peraturan dalam undang-undang, ketertiban umum 
dan perilaku (tindakan) para pihak tidak melanggar isi perjanjian 
bahkan pihak satu tak dapat pihak lain merasa rugi
41
 
                                                             
39 
Ketut Oka Setiawan, Op.cit., hlm. 67.
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b. Bisa disebut terlarang apabila melanggar apa peraturan yang ada 
dalam undang-undang, perilaku (tindakan) para pihak melanggar 
(tidak mencerminkan) isi perjanjian dan melanggar ketertiban 
umum. 
c. Perjanjian tanpa alasan (sebab), apabila ada alasan dibalik 
dibuatnya perjanjian itu ditujukan pada para pihak maka 
perjanjian tersebut tidak akan tercapai. 
Atas terpenuhinya syarat perjanjian diatas, maka perjanjian 
dikatakan absah serta terikat oleh peraturan (hukum) bagi pihak 
kreditur dan pihak debitur yang membuatnya. 
 
5. Unsur-Unsur Perjanjian 
Suatu perjanjian memiliki faktor (unsur) yaitu terdiri menjadi tiga antara 
lain: 
a. Unsur Essensialia 
Essensialia adalah bagian dari perjanjian yang pokok (utama) 
apabila tidak adanya essensialia maka tidak ada perjanjian. 
Contohnya mengenai “sebab yang halal” yang merupakan essensialia 
beradanya suatu perjanjian.
42
 
Dan juga kegiatan dalam jual beli dan sewa menyewa. 
Essensialia ini menjadi sangat penting dalam perjanjian karena 
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mendefinisikan mengenai harga dan barang (dapat dikatakan sebagai 
kesepakatan antara produsen dengan konsumen).
43
 
Pada perjanjian yang secara nyata (riil), sesungguhnya bahwa 
ketentuan menyerahkan objek (benda) dalam perjanjian merupakan 
unsur essensialia.
44
 
b. Unsur Naturalia 
Naturalia ini dalam ketentuan perjanjian yang sudah ada secara 
alamiah, tetapi tidak begitu diperhatikan oleh pihak-pihak yang 
membuat perjanjian mengenai cacatnya suatu barang atau benda. 
Dapat dikatakan bahwa para pihak menyampingkan unsur ini.
45
 
Peraturan yang mengatur naturalia ini dapat ditemukan dalam 
undang-undang mempunyai sifat regelend (mengatur) atau 
aanvullendrecht (menambah). Selain menyampingkan kedua belah 
pihak juga bisa mengubahnya.
46
 
Contohnya orang yang menjual memiliki kewajiban untuk 
menanggung biaya pengalihan atau kewajiban, sedangkan konsumen 
menanggung biaya pengambilan. Seperti apa yang sudah dijelaskan 
secara tegas pada Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
c. Unsur Accidentalia 
Accidentalia dalam perjanjian sifatnya sebagai penambahan, 
dimana kedua belah pihak, bisa menambahkan ketentuan apa saja 
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dalam perjanjian karena undang-undang tidak mengaturnya.
47
 Unsur 
ini tidak menjadi wujud sesuatu hal yang perlu dipenuhi oleh debitur. 
 
6. Pihak-Pihak dalam Perjanjian 
Pihak-pihak yang dimaksud hal ini yaitu dua orang mapun lebih yang 
bersangkutan dalam perjanjian.
48
 Perjanjian semata-mata menetapkan hak 
dan kewajiban antar pihak-pihak dalam perjanjian. Kedua belah pihak 
dalam kredit yaitu: 
a. Kreditur yaitu seseorang atau lembaga penyaluran yang memberikan 
pinjaman kepada pihak debitur, dan pada saat melunasinya harus 
disertai dengan jasa/imbalan (bunga). 
b. Debitur yaitu pihak yang meminjam uang/modal dari oranng lain 
maupun badan hukum bank maupun non bank. 
 
7. Asas-Asas Perjanjian 
Asas perjanjian yaitu awal dari dasar kehendak para pihak dalam 
mencapai tujuan, yang terdiri dari lima asas antara lain: 
1. Asas Kebebasan berkontrak 
Merupakan asas yang memegang peran pusat (sentral) dalam 
peraturan perjanjian tertulis, walaupun kebebasan kontrak ini tidak 
diterangkan sebagai peraturan hukum tetapi memiliki dampak 
sungguh kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. 
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Asas ini dilatar belakangi oleh paham individualisme yang 
secara embrional lahir dari zaman yunani, dilanjutkan oleh kaum 
epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance dan 
semakin tumbuh kembangkan pada zaman aufklarung. 
Pada zaman yang disebutkan diatas yaitu melalui ajaran-ajaran 
John Locke, Rosseau, Hugo de Groot, dan Thomas Hobbes. 
Perkembangan ini memperoleh posisi tertinggi sesudah masa 
perubahan ketatanegaraan (revolusi) perancis.
49
 
Bahwa asas ini sangat penting karena bentuk yang nyata, bahwa 
tiap-tiap pihak yang ingin mengadakan perjanjian mempunyai 
kebebasan selama tidak melanggar peraturan. Kebebasan berkontrak 
ini menjadi penyebab adanya paham (aliran) individualism. 
Salah satu tokoh yaitu subekti menyatakan bahwa proses 
mengikatkan asas kebebasan berkontrak yaitu dengan teknik 
menekan pada kalimat “semua” yang terdapat pada bagian kalimat 
“perjanjian”.50 
Pengaruh paham individualisme ini mulai memudar akhir abad 
XIX seiring perkembangannya paham etis dan sosialis, paham 
individualis dinilai tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu 
kemauan memilih tidak lagi mendapat arti sepenuhnya tetapi diberi 
arti relative dan dikaitkan dengan kepentingan umum.
51
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2. Asas Konsensualisme 
Tokoh Grotius mendefinisikan tentang Asas konsensualisme, 
yang menjadi dasar (utama) consensus dalam hukum kodrat 
menyatakan sebagai pacta sunt servanda dikatakan lebih lanjut 
promissorsoruth implendorum obligation (kita harus memenuhi janji) 
Asas konsensualisme ini menekankan pada ikrar yang lahir pada 
detik-detik terjadinya consensus (kesepakatan atau persetujuan antar 
kedua belah pihak) mengenai pokok-pokok dari apa yang menjadi 
objek perjanjian. 
Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti 
tercapainya consensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
52
 
Mengenai syarat adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya 
seseorang membuat perjanjian sudah dijelaskan secara tegas dalam 
bentuk tulisan tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata.
53
 Asas ini merupakan “roh” dari suatu perjanjian. 
Walaupun begitu harus diperhatikan atas asas konsensualisme 
ini, yang bukan termuat dalam dasar (asas) yakni pada perjanjian 
(nyata) riil dan perjanjian formil karena perjanjian ini selain ada kata 
sepakat juga harus disertai dengan menyerahkan benda atau 
mencukupi sesuatu yang diminta dalam undang-undang.
54
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3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Suntservanda) 
Asas ini mengandung arti bahwa asas ini terikat secara hukum.
55
 
Asas pacta survanda ini bersumber dari tatanan aturan (hukum) eropa 
kontinental (sejak dari zaman romawi).  
 Asas ini tertulis mengenai asas yang ada di Perancis (code 
napoleon) dan juga ditulis hampir diseluruh negara didunia yang 
menganut sistem Eropa Kontinental.
56
 Pihak-pihak yang mengadakan 
kontrak harus memenuhi kontrak yang mereka buat. 
Seperti yang sudah termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata karena kontrak ini berisi ikrar yang 
wajib dilakukan yang bersangkutan. Bahwa ikrar ini mengikat pihak-
pihak seperti halnya menyatunya (mengikat) dalam undang-undang.  
4. Asas Iitikad Baik 
Seseorang atau lebih saat melakukan perjanjian maka para pihak 
harus didasari atau dilaksanakan asas itikad baik, yaitu kepercayaan 
terhadap pihak lain guna keberlangsungan perjanjian ini dikarena 
kedua belah pihak dihadapkan yang berkaitan dengan hukum. 
Khususnya menguasai bagi itikad baik serta kaitannya yang khas 
ini yang memberikan dampak yang berkelanjutan yaitu para pihak 
patut berbuat dalam melakukan sesuatu harus memikirkan keperluan 
(kepentingan) yang bisa diterima juga dari pihak lain. 
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Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ada dua makna asas itikad 
baik, yang terkait pelaksanaan perjanjian. Yang pertama menguji 
apakah tindakan atau perilaku para pihak ini patut dan adil yang 
berdasarkan norma objektif.  
Yang kedua guna mengetahui apakah terdapat kecacatan atau 
tidak dalam melaksanakan sesuatu misalnya seperti saat melakukan 
pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik untuk melunasi 
hutangnya.  
Apabila ia memiliki hutang serta tidak dapat dilunasi sebagai 
akibatnya (hukuman) hutang tersebut akan dilunasi oleh orang lain. 
Serta orang lain itu (pihak ketiga) memiliki hak atas barang jaminan 
milik pihak debitur karena hutang debitur sudah dilunasi melalui 
barang jaminannya melalui eksekusi lelang jaminan.   
Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 1386 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu tokoh yaitu Wirjono 
Prodjodikoro sebagaimana dikutip Agus Yudha Hernoko, membagi 
itikad baik menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
57
 
a. Good Faith (itikad baik) terjadi saat dimulainya hubungan 
hukum. Sederhananya saja kepercayaan atau keyakinan ini 
umumnya dapat dibilang seperti asumsi ataupun menganggap 
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orang lain bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk 
memulainya suatu hubungan hukum sudah dipenuhi. 
Saat situasi inilah hukum memberi proteksi pada pihak yang 
beritikad baik. Sementara pihak yang tidak beritikad baik perlu 
bertanggung jawab serta menerima dampaknya. 
b. Good Faith (itikad baik) diterapkan saat sedang melaksanakan 
hak dan kewajibannya. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 
BW Pasal 1338 ayat 3 yang sifatnya objektif serta dinamis 
diikuti keadaan seputar tindakan (perbuatan) hukumnya. 
Fokus terberat dari itikad baik ini berada saat perbuatan yang 
akan dilaksanakan bagi para pihak yakni perbuatan 
melaksanakan suatu hal.
58
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan asas itikad baik, 
dimana asas tersebut dipakai dalam perjanjian kredit. Dimana pihak 
pertama dan pihak kedua saat melaksanakan perjanjian tersebut 
didasarkan pada asas itikad baik. 
5. Asas Kepribadian (personalia) 
Perjanjian ini diperuntukkan pada yang membuat perjanjian 
sebagaimana yang dirumuskan pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata pasal 1340. Jika kontrak sudah disetujui maka melahirkan 
perikatan dan memunculkan adanya hak serta kewajiban pihak-pihak. 
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Hal ini biasa disebut prestasi bahwa prestasi harus dipenuhi 
sebagaimana atas yang telah dijanjikan kedua belah pihak pada saat 
membuat perjanjian, apabila tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh 
salah satu pihak maka menimbulkan wanprestasi. 
Salah satu tokoh yaitu subekti mengatakan ada beberapa bentuk 
wanprestasi sebagai berikut:
59
 
a. Tidak melaksanakan tentang menurutnya ia sanggup untuk 
dilaksanakan. 
b. Melakukan sesuai dengan yang tercantumm dalam 
dijanjikannya. 
c. Melakukan yang sudah dijanjikannya tetapi melewati batas 
waktu yang telah ditentukan. 
d. Tidak melanggar perbuatan yang dilanggar dalam perjanjian. 
 
B. Definisi Asas Itikad Baik 
1. Pengertian Asas Itikad Baik 
Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum berasal dari 
hukum romawi, makna itikad baik tak terlepas dari hukum kontrak itu 
sendiri.
60
 Itikad baik atau bonafides diartikan perilaku yang patut dan 
layak antara dua belah pihak (redelijkheid en billikheid).  
 Dan seseorang (yang menjadi subyek) haruslah jujur dalam 
melakukan suatu perbuatan hukum, dengan kata lain sikap batin 
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seseorang haruslah menunjukkan sikap baik berupa kejujuran atau ucapan 
dan perilaku harus selaras. 
Good faith dalam hukum perjanjian ialah teori maupun asas yang 
asalnya dari pedoman Bona Fides dalam hukum Romawi.
61
 Dan menjadi 
yang pertama bahwa good faith bagaikan prinsip hukum, seperti apa yang 
telah ditetapkan pada saat legislasi “The Twelve Tables” tahun 450 
sebelum masehi.
62
 
Mengenai pengetesan tentang perilaku atau perbuatan tersebut yang 
terdapat kepatutan serta keadilan yang berlandaskan atas kaidah atau 
aturan objektif berupa tulisan. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan 
secara tegas pada Pasal 1386 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Selanjutnya good faith (itikad baik) ini pula artinya seperti kondisi tak 
tahu adanya cacat (buruk) semacam pembayaran dengan itikad baik. 
Sederhananya tujuan dari kepercayaan atau keyakinan dalam suatu 
perjanjian merupakan suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan 
jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian 
hukum dan rasa adil oleh pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
63
 
Bona fides tak sekedar meminta para pihak menjalankan pada saat 
memenuhi pelaksanaan kontrak, namun pula mengharuskan untuk 
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berbuat jujur, yang dapat berpengaruh saat proses pelaksanaan dari 
kontrak.
64
 
Dan juga itikad baik tidak hanya mengarahkan pihak-pihak dalam 
perjanjian saja, tetapi harus pula mengarahkan pada nilai-nilai yang 
berkembang dalam masyarakat. Iktikad baik ini menggambarkan adanya 
ukuran adil atau patutnya dalam masyarakat.
65
 
 
2. Good Faith Memiliki Fungsi dalam Perjanjian 
Terdapat tiga fungsi utama good faith (itikad baik) yang berada 
didalam peraturan perjanjian yaitu:
66
 
a. Fungsinya menyampaikan atau memberitahukan apa saja yang perlu 
diketahui (seperti syarat-syarat) dalam perjanjian yang patut 
diterangkan dengan normal (wajar) yang berlandaskan kepercayaan 
ataupun kepastian (good faith) dan niat yang baik, (hal ini termasuk 
bagian dari kaidah peraturan) berarti perjanjian perlu diterangkan 
secara patut dan wajar. 
b. Fungsinya sebagai penambah ataupun pelengkap (penyempurna) 
(aanvullende werking van de geodetrouw), artinya itikad baik dapat 
menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat kewenangan 
atau segala sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang (hak). 
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Serta sesuatu hal yang harus (wajib) dilaksanakan oleh seseorang 
yang mengakibatkan diantara para pihak tidak secara tegas 
dinyatakan dalam kontrak. 
c. Fungsi membatasi atau meniadakan (beperkende en dero gerende 
werking vande geode trouw), artinya fungsi ini hanya dapat 
diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (alleen in 
spreekende gevallen).  
Menurut Hoge Raad dalam ketetapannya menyatakan memberi 
batasan ataupun menghilangkan kapasitas pekerja dalam perjanjian 
bisa diperhatikan pada masalah Stork v. N.V. Haarlemshe Katoen 
Maatschappij (Sarong Arrest), HR 8 Januari 1926, NJ 1926, 203. 
Mark is Mark Arrest, HR Januari 1931 serta Saladin v. Hollandsce 
Bank Unie (HBU) Arrest, pada 16 Mei 1967. Hoge Raad serta NBW 
menggunakan atau diterapkan manfaat semata-mata pada persoalan 
atau perkaranya dilaksanakan berdasarkan perkataan kontrak yang 
tertera sungguh-sungguh serta tak bisa diterima lantaran tak adil.
67
 
 
C. Koperasi 
1. Pengertian Koperasi 
Koperasi merupakan kumpulan orang-orang memiliki maksud atau 
keperluan bersama-sama untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit 
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serta pembentukan kopersi ini berdasar atas kekeluargaan serta tolong-
menolong yang sebenarnya memberikan bantuan pada para anggotanya 
yang membutuhkan modal/pinjaman uang.
68
 
Koperasi sebgai tempat untuk mengajukan pinjaman serta salah satu 
lembaga keuangan non bank yang anggotanya terdiri atas perseorangan 
maupun badan hukum, yang bergerak dalam membatu perekonomian 
masyakat maupun anggota. 
Dalam menjalankan usahanya berlandaskan kaidah atau prinsip 
koperasi. Tetapi juga dalam menjalankan usahanya berpedoman pada 
asas kekeluargaan sebagaimana yang sudah diterangkan dengan tegas 
pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. 
Bahwa dengan adanya keberadaan koperasi ini sangat bermanfaat 
bagi orang yang membutuhkan. Salah satu ahli yaitu Margono 
Djojohadikoesomo mendeskripsikan bahwa koperasi ialah sekumpulan 
manusia atau bisa dikatakan dengan beberapa orang dengan kesadaran 
dirinya untuk bekerjasama guna meningkatkan perekonomiannya. 
Definisi koperasi juga dapat diartikan secara gramatikal dari bahasa 
latin “co dan operation” atau bahasa inggrisnya disebut cooperation. Jadi 
cooperation berarti proses bekerja sama untuk mencapai tujuan sama. 
Jika diartikan pada bahasa belanda disebut cooperative vereneging.
69
 
Dalam melaksanakan usahanya koperasi berdasarkan atas prinsip. 
Prinsip-prinsip koperasi antara lain: 
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a. Keanggotaan memiliki sifat terbuka serta sukarela 
Yang artinya apabila seseorang yang ingin menjadi bagian dari 
anggota koperasi tidak bisa dipaksa agar bisa masuk menjadi anggota 
karena jika ingin masuk menjadi anggota ia harus dengan keadaan 
sadar.  
Dan mengenai sifat keterbukaan memuat arti setelah menjadi 
bagian dari anggota koperasi tidak ada pembedaan maupun batasan. 
Keanggotaan koperasi ini terbuka untuk seseorang yang memenuhi 
persyaratan berdasarkan tentang memiliki kesamaan keperluan.
70
 
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 
Yang artinya bahwa mengelola koperasi berdasarkan keinginan 
(kemauan) dan ketetapan semua anggota koperasi dikarenakan hanya 
anggota memiliki kewenangan paling tinggi.
71
 Seseorang yang 
mengelola koperasi bisa berasal dari anggota koperasi itu sendiri. 
Jadi masing-masing anggota koperasi memiliki kesempatan yang 
sama untuk dipilih untuk mengelola didalam rapat anggota.
72
 
c. Pembagian SHU dilaksanakan dengan adil dan sebanding dengan 
perannya. 
Yang artinya bahwa SHU ini bahwa anggota berpartisipasi 
secara aktif akan mendapatkan bagian yang kian banyak dari anggota 
yang pasif. SHU ini merupakan perbedaan antar penghasilan 
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didapatnya dari beberapa anggaran pengeluaran pada saat 
penyelenggaraan usaha koperasi. 
Dalam SHU yang dibagikan tidak berdasarkan modal yang 
dimilikinya pada koperasi, melainkan atas perannya dalam jasa usaha 
pada koperasi. Anggota yang aktif akan mendapatkan bagian yang 
banyak karena peran sertanya dalam menjalankan kegiatan koperasi. 
d. Memberikan Balas Jasa yang Dibatasi Terhadap Modal 
Anggota koperasi dapat menaruh modal pada koperasi, 
kemudian oleh koperasi akan diakui sebagai modal penyertaan. Atas 
modal tersebut koperasi dapat memberikan jasa, yang besarnya 
sesuai kemampuan dan sama atas banyaknya menaruh modal. 
Penempatan modal dari anggota yang mampu tidak membuat 
koperasi dikuasai oleh mereka yang mampu, dan tetap membuat 
tujuan koperasi terjaga sesuai kemauan koperasi, bahkan akan 
membuat koperasi semakin mudah mencapai tujuan.
73
 
e. Kemandirian 
Yang artinya koperasi patut berpijak sendiri saat mengambil 
ketentuan (ketetapan) mengenai bisnis organisasinya. Dalam 
kemandiriannya tertanam juga definisi keleluasaan (kebebasan) tetapi 
memiliki tanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian  
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mempertanggung jawabkan seluruh tindakan ataupun perbuatan 
sendiri dalam pengelolaan usaha serta organisasi.
74
 
Kemandirian artinya tidak bergantung kepada kelompok atau 
orang lain. Sebenarnya kemandirian ini salah satu penyebab motivasi 
untuk koperasi agar meninggikan kepercayaan atas kemampuannya 
untuk menggapai tujuannya.
75
 
Selain yang disebutkan diatas ada pula untuk mengembangkan 
koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi: 
a. Pendidikan perkoperasian 
Prinsip ini sangat bermanfaat guna meluaskan pengetahuan 
lalu menguatkan tenggang rasa untuk mewujudkan tujuan 
koperasi.
76
 
b. Kerjasama antar koperasi 
Koperasi yang satu dengan yang lainnya ada yang 
mempunyai bidang usaha yang sama dan juga berbeda serta 
tingkatan yang berbeda. Sebenarnya koperasi tersebut memiliki 
mission selaras yaitu mensejahterakan semua anggota maupun 
masyarakat umum. 
Demi menggapai maksud yang selaras itu maka masing-
masing cooperative mempunyai plus dan minus nya. Maka 
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dilakukannya kolaborasi (kerja sama) cooperative yang 
tujuannya agar menggunakan plus lalu menghapus minusnya. 
Kemudian akan menggapai hasil dengan optimal, kolaborasi 
(kerja sama) ini bisa dilaksanakan pada taraf local, nasional dan 
internasional.
77
 Pemerintah tidak perlu ikut campur serta dalam 
menentukan anggaran dasar koperasi. 
Pemerintah cukup melihat apakah anggaran dasar koperasi 
sesuai dengan asas koperasi atau tidak. Kalau tidak maka izin 
berdirinya koperasi tidak perlu diberikan dan menyarankan 
untuk membentuk badan usaha lain.
78
 
Selepas akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah 
cooperative mendapat kedudukan (status) badan hukum, dengan 
cara pihak-pihak yang mendirikan memberi usulan permohonan 
dalam bentuk tulisan beserta dengan alat pendirian koperasi. 
Pengesahan akta pendirian koperasi akan diberikan pada 
batas waktu selama tiga bulan sesudah menerima permohonan 
untuk mengesahkan dan akan diberi pengumuman.  
Dan legalisasi juga perlu dimintakan dalam hal 
penggabungan atau peleburan serta dilakukan dengan 
persetujuan rapat anggota masing-masing koperasi terlebih 
dahulu sebelum diajukan kepada instansi yang berwajib.
79
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2. Asas Koperasi 
Asas yang digunakan pada koperasi ialah asas kekeluargaan yakni 
yang diharapkan bahwa semua anggota sadar akan adanya sikap 
menghargai, menghormati serta gotong royong (tolong-menolong) seperti 
layaknya hubungan sebagai keluarga.  
Sehingga apabila terjadi permasalahan maka sama-sama 
menanggung atau memikulnya bersama-sama. 
Koperasi berasaskan kekeluargaan dianggap penting dikarenakan 
seluruh kegiatan dilaksanakan secara bersama guna mencapai 
kepentingan yang sama, dan juga memiliki tujuan meningkatkan ekonomi 
yang lemah. Hal ini sudah seperti yang apa dijelaskan secara tegas pada 
Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 
Asas ini menggambarkan bahwa suatu ketetapan yang dianggap 
umum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah 
disebutkan diatas, asas ini juga berkaitan erat dengan gotong royong 
memiliki arti tiap anggota tidak boleh memiliki sifat mementingkang diri 
sendiri. 
Asas kekeluargaan ini bisa dikatakan sebagai lambang atau ciri khas 
dari koperasi, dikatakan demikian karena dalam memberikan pinjaman 
memudahkan pihak debitur memperoleh sejumlah uang serta dalam 
melaksanakan isi kontrak tersebut tidak memaksa kehendak para pihak. 
Keterkaitan antara asas itikad baik dengan asas kekeluargaan dalam 
pelaksanaan perjanjian kredit yakni bahwa petugas koperasi dalam 
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memberikan kredit pada pihak debitur berasaskan kekeluargaan yang bisa 
diartikan menjadi lambang atau ciri dari koperasi. 
 Dilandaskan dengan kepercayaan seseorang akan perkataan orang 
lain serta yang dapat dibuktikan pada tindakannya, kepatutan, adil dan 
niat yang baik pada saat melaksanakan kontrak. Bahwa pihak kreditur 
percaya kepada pihak kreditur bahwa dia akan mematuhi isi kontraknya, 
 Masing-masing pihak bertikad baik menjalankan kewajibannya. 
Apabila terjadi sengketa kredit macet oleh debitur baik itu masyarakat 
umum maupun anggota koperasi, maka pihak kreditur akan 
menindaklanjuti sengketa ini dengan ketentuan peraturan koperasi.  
Selanjutnya setelah itu cara menyelesaikannya kredit macet yaitu 
dengan asas itikad baik yang artinya diselesaikan sesuai dengan asas 
kekeluargaan yang berarti dilaksanakan dengan cara pendekatan secara 
musyawarah.  
Proses yang diambil dan dilakukan pihak koperasi pertamanya ialah 
diperiksanya dokumen identitas pihak debitur, dokumen perjanjian kredit 
yang memuat berapa nominal uang atau modal yang ia pinjam, mencari 
tahu yang menjadi sebab pihak debitur terjadi kredit bermasalah. 
 Selain diatas kreditur juga mendatangi kediaman pihak debitur, 
menurunkan suku buga, denda keterlambatan membayar hutang, 
memberi tambahan waktu agar bisa melunasinya. Musyawarah tidak akan 
terjadi tanpa adanya itikad baik dari kedua belah pihak terutama debitur. 
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Jika diselesaikan dengan musyawarah berhasil itu artinya masalah 
tersebut bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan. Hal ini menyatakan 
bahwa penanganan kredit macet bisa diselesaikan dengan asas itikad baik 
serta sudah sesuai juga dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan. 
Meskipun diselesaikan dengan asas kekeluargaan, yang sering terjadi 
di koperasi, terkadang dari pihak debitur sudah terjadi kesepakan tetapi 
karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkannya telat membayar 
hutangnya maka pihak kreditur harus memberikan perpanjangan waktu. 
Selama masa terjadinya kredit macet barang jaminan yang dimiliki 
pihak debitur akan disita oleh pihak kreditur (koperasi) sesuai dengan 
surat perjanjian kredit. Dan pihak koperasi tidak boleh menjual barang 
jaminan tanpa pengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya. 
 
3. Sejarah Koperasi 
Tumbuhnya gerakan koperasi ini disebabkan adanya dorongan dari 
keinginan masyarakat untuk memperbaiki hidupnya. Gerakan koperasi ini 
pertama diberlakukan saat menjalankan usaha pemintalan kapas di New 
Lanark, Skotlandia oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai tahun 
1858.
80
 
Kemudian gerakan koperasi ini dikembangkan oleh William King 
pada tahun 1786 sampai dengan tahun 1865 di negara inggris dengan 
mendirikan sebuah toko yang terletak di Brighton. Dan pada 1 Mei tahun 
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1828 King menerbitkan publikasi bulanan dengan nama The Cooperator. 
 Publikasi ini memuat tentang gagasan serta saran mengenai cara 
pengelolaannya didasarkan pada prinsip koperasi, yang lama-kelamaan 
koperasi ini berkembang di beberapa negara.   
Koperasi ini sendiri di indonesia dalam menjalankan usahanya 
dibidang kredit yang diperkenalkan oleh Raden Ngabei Ariawiriatmadja 
di Purwokerto Jawa Tengah. Tujuan dari berdirinya koperasi ini 
membantu rakyat, terutama pegawai pribumi untuk menghindari dari 
lintah darat. 
Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam ini bernama Hulp En 
Spaarbank berarti bank sebagai penolong dan simpanan. Dengan adanya 
usaha ini dapat memberi pinjaman kepada pegawai dengan syarat 
menabung terlebih dahulu. Perkembangan ini berhasil yang kemudian 
angotanya dapat meningkatkan taraf hidupnya.
81
 
Pada buku “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia yang dimiliki tokoh 
seperti sukuco merumuskan bahwa koperasi terletak pada Leuwiliang 
dibangun pada 16 Desember 1895. Saat itu Raden Ngabei 
Ariawiriaatmadja, Patih purwokerto dan kawan-kawannya. 
Mereka sudah mendirikan badan usaha simpan pinjam atau disebut 
dengan bank guna membantu temannya para pegawai pribumi 
melepaskan diri dari cengkraman pelepas uang yang dikala itu merajalela. 
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Hulp En Spaarbank dalam bahasa indonesia mempunyai arti sama 
seperti badan usaha keuangan simpan pinjam untuk golongan masyarakat 
yang statusnya dianggap terhormat (priyayi) di kota purwokerto. Asisten 
Residen Purwokerto E. Sieburg atasan sang putih mendukung adanya 
gebrakan Patih Wiriaamadja.  
Usaha yang dibangun Raden Ngabei Ariawiriatmadja kemudian 
dikembangkan oleh De Wolf Van Westerrode yaitu seorang asisten 
Residen. Pada saat ia mengambil cuti dan pergi ke eropa disana ia belajar 
tentang cara kerja Wolksbank Raiffeisen koperasi simpan pinjam ini 
untuk petani. 
De Wolf van Westerode meluaskan cakupan serta jarak yang 
dijangkau De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 
Hoofden, telah mencapai di kampung-kampung serta meliputi kredit 
(pinjaman) pertanian. 
Seperti apa yang sudah ditetapkan mengenai Undang-Undang No. 12 
Tahun 1967 telah resmi dipakai pada 18 Desember 1967 tentang 
perkembangan koperasi di Indonesia juga sangat pesat yang kemudian 
pemerintah mengeluarkan pengaturan tentang perkoperasian.  
Kemudian pada tahun 1992 peraturan itu disempurnakan dan diganti 
menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang kemudian diganti 
dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi.
82
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4. Sumber Permodalan Koperasi 
Modal merupakan segala sesuatu yang di butuhkan oleh tiap-tiap unit 
usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.
83
 Menurut Undang-Undang 
No. 17 Tahun 2012 tentang sumber permodalan untuk koperasi sebagai 
berikut:  
1. Modal Anggota 
Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi yaitu kemandirian sebagai 
upaya penolong pribadi tidak bergantung pihak lain. Dengan modal 
sendiri anggota akan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap 
keberhasilan usahanya. Modal anggota dapat dibedakan menjadi: 
a) Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang harus wajib 
diserahkan seseorang ketika pertama kali menjadi anggota 
koperasi. Besarnya simpanan pokok wajib dibayar bagi anggota 
sesuatu atau hal yang sudah tentu. 
Tercantum juga pada landasan operasional yang berisi ketentuan 
aturan jalannya suatu badan usaha atau anggaran dasar. Misalnya 
dengan nominal sebesar Rp. 25,000,00 per anggota, simpanan ini 
tak bisa diambil selama seseorang masih menjadi anggota 
koperasi.
84
 
b) Simpanan wajib yaitu simpanan tertentu yang telah ditentukan 
jumlahnya, dan para anggota perlu membayar, sifatnya wajib 
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pada waktu tertentu (mingguan atau bulanan). Simpanan ini bisa 
dapat diambil oleh anggota sesuai mekanisme yang ditentukan.
85
  
c) Simpanan sukarela yaitu iuran yang dibayarkan oleh tiap-tiap 
anggota secara sukarela tanpa paksaan, baik besarnya maupun 
jangka waktunya. Simpanan sukarela bisa diambil oleh anggota 
sesuai mekanisme dalam anggaran dasar. 
Simpanan ini berfungsi sebagai pendorong kemajuan koperasi 
dan pendidik koperasi agar gemar menabung. Atas peran serta 
anggota dalam pembayaran simpanan sukarela, anggota akan 
memperoleh balas jasa sesuai mekanisme perencanaan dasar 
serta perencanaan rumah tangga.
86
 
d) Dana cadangan yaitu beberapa dana yang didapat dari sebagian 
SHU tiap tahun. Pada akhir periode koperasi akan menyisihkan 
sebagian SHU 25%. Yang digunakan bagi mengumpulkan modal 
pribadi lalu untuk memupuk kerugian koperasi bila diperlukan.
87
 
2. Dana dari Luar 
Permodalan koperasi tidak hanya berasal dari dalam lingkungan 
sendiri, tetapi juga berasal dari luar organisasi koperasi. Modal dari 
luar bisa seperti hibah.
88
 Hibah adalah sejumlah dana (uang) dapat 
pula berupa barang yang diberikan oleh seseorang atau kelompok. 
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 Hibah dari barang atau dana  yang diberikan bukan mengikat. 
Misalnya hibah dari pemerintah melalui pembangunan dana 
pembangunan desa atau dari sumbangan donator lainnya.
89
 
 
5. Jenis-jenis Koperasi 
Berdasarkan kondisi anggotanya umumnya koperasi memiliki 2 jenis 
yaitu: 
1. Koperasi Primer 
Koperasi primer ialah cooperative dibuat dari dan bagi yang ber 
anggota perseorangan dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya 20 
orang misalnya koperasi karyawan, koperasi sekolah.
90
 
2. Koperasi Sekunder 
Koperasi Sekunder adalah cooperative dibuat sekurang-
kurangnya 3 koperasi dan beranggotakan koperasi.
91
 
Sedangkan berdasarkan kegiatan usahanya, koperasi dapat dibedakan 
menjadi: 
a) Koperasi Konsumsi ialah kegiatan usaha yang anggotanya 
sebagai pemakai serta menjalani kegiatan jual beli barang 
konsumsi. Koperasi ini memiliki tujuan bahwa semua anggota 
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koperasi dapat membeli barang-barang dengan kualitas bagus 
meskipun dengan harga terjangkau.
92
 
b) Koperasi Produksi ialah koperasi yang beranggotan pengusaha 
kecil UKM (produksi barang dan jasa), dengan menjalankan 
usaha ini dalam mengolah bahan baku dan dapat membantu 
meningkatkan jual hasil produksi anggotanya.
93
 
c) Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang menjalankan fungsi 
financial intermediacy artinya koperasi yang tugasnya sebagai 
perantara bagi anggota yang kelebihan dana (uang) dan 
menabung di koperasi untuk disalurkan kembali pada anggota 
atau masyarakat umum yang kekurangan dana dan mengajukan 
kredit (simpanan dan pinjaman).
94
 
d) Koperasi Jasa ialah badan usaha yang pokok dalam aktivitasnya 
adalah menyediakan jasa bagi anggota dan masyarakat. Jasa 
tersebut dapat berupa jasa transportasi, pendidikan, kesehatan 
dan lainnya.
95
 
e) Koperasi Serba Usaha ialah merupakan koperasi yang 
menjalankan berbagai usaha dibidang ekonomi misalnya 
Koperasi Unit Desa.
96
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6. Prinsip Koperasi Dalam Pemberian Kredit 
Pada koperasi yang usahanya bergerak dibidang simpan pinjam 
mereka menerapkan prinsip 5C ini, jadi tidak hanya bank saja yang 
menerapkan prinsip ini. Prinsip 5C yang diterapkan juga dalam koperasi 
antara lain: 
a. Character 
Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian dari calon peminjam. 
Merupakan satu dari banyaknya aspek yang harus dipertimbangkan 
sebagai yang paling penting, sebelum memutuskan atau menetapkan 
untuk memberikan kredit kepadanya. 
Koperasi perlu meyakini dengan benar terlebih dahulu apakah 
calon peminjam itu berkelakuan baik (tidak membiasakan diri 
beringkar janji dan selalu berupaya untuk memenuhi janjinya), tidak 
mempunyai predikat penjudi, penipu, pencuri.  
Prinsip ini intinya untuk menilai calon peminjam itu bisa 
dikatakan terpercaya atau tidak (memiliki sikap yang jujur) serta 
memiliki kemampuan kesanggupan saat melakukan pinjaman kredit 
di koperasi.
97
 
b. Capacity 
Pada prinsip ini koperasi harus yakin dengan apa yang 
dianalisisnya pada saat tahap menganalisis usaha calon debitur dari 
masa sekarang dan masa yang berikutnya tentang informasi dari 
                                                             
97
 Hadiwidjaja dan Wirasasmita Rivai, Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus), Bandung: 
Pionir Jaya, 1991, Cet-1, hlm. 34.  
 
52 
 
 
 
usaha memperoleh keuntungan yang nantinya digunakan untuk 
mengembalikan pembiayaan yang diberikan.
98
 
c. Capital 
Bahwa prinsip ini mengenai barang berharga serta harta milik 
debitur, bilamana memilki bisnis. Menilai prinsip capital ini dilihat 
dari keterangan informasi pembukuan (laporan) tahunan bisnis yang 
dijalankan si peminjam.  
Kemudian atas diberikan nilai ini, koperasi bisa memutuskan 
pantas maupun sebaliknya si peminjam ini memperoleh kredit, serta 
total pemberian pinjaman yang dikasihkan.
99
 
d. Condition 
Prinsip ini ialah pengaruh dari aspek luar bisa dari pihak kreditur 
(koperasi) maupun debitur. Keadaan ekonomi salah satu wilayah 
maupun negeri berakibat pada pihak kreditur dan pihak debitur. 
bisnis yang dimiliki pihak debitur bergantung pada keadaan ekonomi 
yaitu mikro dan makro. Sedangkan koperasi menjumpai persoalan 
serupa.
100
 
e. Collateral 
Prinsip ini apabila suatu saat ternyata pihak debitur tidak mampu 
membayar, maka pihak koperasi berhak menyita jaminan aset 
                                                             
98 Johannes Ibrahim Kosisah, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas kredit Dalam 
Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cet-1, hlm. 16.
 
 
99
  Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, Op.cit., hlm. 35. 
100 Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, Op.cit., hlm. 36. 
53 
 
 
 
kekayaan kepunyaan pihak debitur seperti yang telah dibuat pada 
perjanjian.
101
 
Pada koperasi yang bidang usahanya bergerak pada simpan 
pinjam maupun dibidang yang lain, selain menerapkan prinsip 5C 
koperasi juga menerapkan prinsip pemberian pinjaman sehat sesuai 
dengan yang secara tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
15/per/M.KUKM/IX/2015  Pasal 23 ayat (1) Tentang Usaha Simpan 
Pinjam Oleh koperasi 
 
7. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi 
Anggota koperasi ialah pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. 
Keanggotaan koperasi ditulis didalam buku daftar anggota. Sebagai 
pemilik serta pemakai jasa, anggota koperasi juga ikut serta berperan 
aktif dalam kegiatan koperasi.  
Seperti yang kita tahu anggota disini posisinya yaitu yang 
mempunyai koperasi, serta mempunyai hak dan kewajibannya yaitu:
102
 
Hak Anggota Koperasi: 
a. Anggota koperasi berhak hadir dalam rapat anggota, mengungkapkan 
gagasan atau pandangan, dan menyampaikan aspirasi (suara) dalam 
rapat anggota; 
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b. Anggota koperasi berhak untuk memilih atau dipilih sebagai anggota 
pengurus maupun pengawas; 
c. Anggota koperasi berhak memohon untuk mengadakan suatu rapat 
anggota berdasarkan ketetapan yang ada didalam anggaran dasar; 
d. Anggota koperasi berhak menyampaikan opini atau saran terhadap 
pengurus yang tidak berada didalam rapat anggota baik diminta 
ataupun tidak diminta; 
e. Anggota koperasi berhak mengambil manfaat dari koperasi serta 
memperoleh pelayanan serupa dengan anggota koperasi lainnya. 
f. Memperoleh informasi tentang perkembangan koperasi berdasarkan 
ketetapan dalam Anggaran Dasar. 
Kewajiban Anggota Koperasi: 
a. Menaati semua anggaran yang ada di koperasi beserta putusan yang 
sudah disetuhui pada rapat anggota seperti anggaran dasar serta 
anggaran rumah tangga; 
b. Ikut serta saat aktivitas bisnis (usaha) yang dilaksanakan dari 
koperasi. 
c. Mengembangkan serta menjaga solidaritas berdasarkan asas 
kekeluargaan. 
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8. Fungsi dan Peran Koperasi 
Pendirian koperasi harus mempunyai fungsi dan peran yang jelas 
untuk membantu ekonomi anggotanya maupun masyarakat umum. 
Adapun peran dan fungsi koperasi sebagai berikut: 
Fungsi Koperasi antara lain:
103
 
a. Membina Serta Memperluas Kesanggupan dan Kemampuan 
Perekonomian masyarakat yang berdeda-beda. 
Dengan adanya perbedaan ini menjadi pendorong bagi koperasi 
untuk membantu merealisasikan tercapainya kesejahteraan social dan 
ekonomi anggota maupun masyarakat umum. Kondisi ini bisa 
tercapai apabila menyediakan kebutuhan barang dan jasa. 
b. Menaikkan Taraf Hidup 
Taraf hidup seseorang bisa dilihat dari fase pemenuhan 
kebutuhan hidup dari tingkatan kesejahteraan. Yang berarti ekonomi 
seseorang meningkat, mengakibatkan kebutuhan hidupnya terpenuhi. 
Atas dasar taraf hidup yang mapan seseorang mampu memenuhinya. 
c. Memperkuat Ekonomi Rakyat 
Ekonomi yang kuat menjadikan seperti landasan atau fondasi 
bahwa negara itu menjadi kuat. Kekuatan tersebut tercermin dari 
peran koperasi sebagai guru perekonomian. Dengan keterlibatan 
koperasi dalam perekonomian dapat mencerminkan unit usaha yang 
merakyat. 
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d. Merealisasikan tercapainya demokrasi ekonomi 
Koperasi selaku unit usaha bersama berkembang berdasarkan 
asas kekeluargaan. Kegiatan usaha tercermin dari demokrasi 
ekonomi, yang berarti unit usahanya berasal dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat. 
Peran Koperasi antara lain:
104
  
a. Memperluas Kesempatan Kerja 
Adanya koperasi ini membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat untuk membantu memperbaiki taraf hidupnya. Besarnya 
jumlah penduduk mengakibatkan persoalan besar terhadap negara. 
Meskipun begitu tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja. 
b. Meningkatkan Pendidikan Anggota 
Kualitas pendidikan Indonesia tertinggal dengan negara yang 
lain (rendah). Ada bebeerapa aspek yang menjadi penyebabnya, 
dengan ini koperasi mempunyai fungsi social tergerak agar 
meningkatkan pendidikan untuk anggotanya.  
Contohnya koperasi akan memberi pelatihan dan pengetahuan, 
hal ini ditujukkan untuk meningkatkan kecakapan dan kompetensi 
anggota. 
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9. Perangkat Organisasi Operasional Koperasi 
Organisasi merupakan sebuah keterpaduan dimana satu bagian 
dengan bagian yang lain saling berhubungan, dengan pembagian kerja 
dan fungsi yang jelas. Yang mencerminkan suatu usaha bersama yang 
didasarkan dengan asas kekeluargaan.
105
 
Yang termasuk dalam organisasi koperasi meliputi: 
a. Rapat Anggota 
Yaitu tempat yang dijadikan aspirasi (suara) bagi semua anggota 
koperasi serta merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Seluruh 
kebijakan tentang waktu mendatang atau kedepannya koperasi harus 
diambil persetujuan rapat anggota.  
Rapat anggota ini dilakukan sedikitnya satu tahun sekali yang 
menghadirkan setengah dari total semua jumlah anggota koperasi.
106
 
b. Pengurus Koperasi 
Yaitu wakil dari anggota koperasi yang pemilihannya lewat rapat 
anggota. Berharap dengan adanya pengurus ini memiliki keahlian 
dalam manajerial, teknis, serta berjiwa wirakoperasi.
107
 
Agar bisa berada di posisi pengurus maka harus memenuhi syarat-
syarat antara lain:
108
 
1. Harus mempunyai sifat jujur serta terampil dalam bekerja; 
2. Harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai koperasi; 
                                                             
105 Karmila, Koperasi Sebagai Penggerak Perekonomian, Klaten: Cempaka Putih, 2007, Cet- 
1, hlm. 8. 
106
 Agung Feryanto, Op.cit., hlm. 22. 
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108
 Agung Feryanto, Op.cit., hlm. 24-25. 
58 
 
 
 
3. Orang tersebut harus disiplin serta memiliki tanggung jawab atas 
keberlangsungan kegiatan usaha; 
4. Orang tersebut harus bisa bekerja sama serta memiliki sifat 
terbuka atas nasihat atau kritikan dari anggota maupun pengurus 
lain; 
5. Orang tersebut harus berperan aktif dalam modal serta 
mengambil usaha koperasi. 
c. Pengawas Koperasi 
Yaitu suatu badan dibuat oleh organisasi koperasi guna 
mengawasi pekerjaan pengurus. Dan orang yang posisinya sebagai 
pengawas tidak diijinkan merangkap dengan posisi pengurus.
109
 
d. Pengelola Koperasi 
Yaitu pengurus mengangkat seseorang untuk dijadikan pengelola 
serta dapat pula orang tersebut diberhentikan. Kedudukan pengelola 
disini posisinya yaitu pekerja kemudian diberikan kuasa serta 
wewenang dari pengurus.
110
 
Selain pengawas dan pengurus koperasi yang sudah dijelaskan diatas 
didalam koperasi terdapat beberapa bagian yang menjadi struktur organisasi 
dikoperasi seperti : 
e.  MANAGER 
 Sebagian orang beranggapan bahwa keberhasilan suatu 
organisasi terletak pada managemennya. Apabila orang-orang yang 
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berada dalam manajemen memiliki kejujuran dan kecakapan, 
kegiatan usaha koperasi akan semakin berkembang. 
       Selain itu koperasi bisa terhindar dari resiko rugi yang berujung 
pada kebangkrutan. Oleh karena itu pengurus koperasi bisa mencari 
atau mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai manager. Tugas 
seorang manager tidak hanya mengawasi pekerjaan bawahannya saja 
tugas seorang manager yang lain antara lain:  
a)  Manager bertugas dan bertanggung jawab terhadap maju  
mundurnya perkembangan di unit yang dipimpin; 
b)   Manager juga bertugas membantu mengatasi segala kesulitan 
dan permasalahan tugas anak buahnya; 
c)   Manager harus dapat menjalin hubungan baik dan silaturahmi 
kepada Kepala Dinas Koperasi serta Kepala KPRK, KPP dan 
Mitra kerja lain; 
d)  Manager harus tahu serta menguasai pekerjaan buku-buku 
Organisasi dan Neraca. Mengerti dan bisa mengerjakan semua 
buku-buku administrasi khususnya buku-buku kasir; 
e)   Manager wajib mengetahui segala bentuk pengeluaran biaya-
biaya di unit dan menandatangani; 
f)    Manager harus dapat menjamin keamanan usaha sekarang dan   
waktu mendatang; 
g)   Bagi unit yang sudah mempunyai NPWP sebagai Manager harus 
mengerti cara pengerjaan pajak sekaligus setor dan melaporkan 
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ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap bulannya paling 
lambat tanggal 15 pada bulat tersebut. 
f.   BAGIAN KEUANGAN 
Didalam koperasi itu sendiri terdapat juga bagian keuangan yang 
mempunyai tugas:  
a) Menangani serta mengelola pembukuan, perhitungan dan 
penyusunan laporan keuangan 
b)   Mengatur anggaran koperasi 
g. BAGIAN OPERASIONAL 
Yaitu berisi pembagian tugas struktur organisasi koperasi simpan 
pinjam abadi karya brebes seperti: 
a) Ketua; 
b) Manager; 
c) Pembukuan; 
d) Kasier; 
e) Petugas Dinas Lapangan (PDL) 
h. BAGIAN PEMBUKUAN 
Dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi juga 
membutuhkan seseorang menjadi bagian pembukuan yang 
mempunyai tugas: 
a) Bertugas mencatat semua pencairan pinjaman pada hari yang 
bertepatan dan dalam satu bulan; 
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b) Bertugas menyiapkan dan mengecek persediaan percetakan 
semua bentuk blanko-blanko persyaratan pinjaman dan laporan; 
c) Memberikan pelayanan yang baik dan ramah pada anggota yang 
datang ke kantor maupun pada saat di kantor POS; 
d) Drop yang masuk di buku pinjaman harus di stempel tanggal 
pencairan. 
i. PDL KOPERASI 
PDL atau Petugas Dinas Lapangan adalah orang yang membantu 
kelancaran dalam sistem pembayaran keuangan koperasi, yang 
mempunyai tugas: 
a) PDL bertanggung jawab atas maju dan berkembangnya resort 
(unit); 
b) PDL bertugas menagih pinjaman / angsuran di anggota resort 
(unit) masing-masing hingga 100% dan mencari anggota baru 
pensiunan. 
PDL mempunyai kewajiban untuk: 
a) Mengerjakan / merecap setoran setiap hari dan menyetorkan ke 
kasir setelah di Acc oleh pimpinan atau pengawas; 
b) Mempunyai program kerja di awal tahun; 
c) Minimal saldo pijaman di resort (unit) adalah Rp.350.000,00 ; 
d) Melaporkan masalah dan kendala kepada Manager/ Pengawas 
dalam melaksanakan tugas pada awal bulan atau setiap saat; 
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e) Menyelesaian/ menerima resiko apabila terjadi kredit macet atau 
karena kesalahan penilaian/ penyurveian yang dilakukan oleh 
PDL, dll. 
j. ANGGOTA KOPERASI 
 Setiap anggota koperasi akan dicatat dalam daftar buku anggota. 
Anggota ini mempunyai sifat terbuka yang dapat diikuti oleh setiap 
warga negara Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam undang-
undang koperasi Indonesia. 
Untuk menjadi anggota koperasi ada syarat-syarat yang harus 
dipenuhi:
111
  
a. Dewasa dan Sanggup Melakukan Perbuatan Hukum. 
 Hal ini didasari oleh alasan bahwa saja seseorang dikatakan 
cukup umur bisa melakukan perjanjian jual beli dan mempunyai 
sesuatu berupa kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki 
seseorang untuk mendapatkan sesuatu (hak) dengan cara 
menggugat di pengadilan. 
b.  Menyetujui Landasan Idil, Asas, serta Sendi atau Prinsip Yang 
Menjadi Dasar Koperasi. 
  Selain masyarakat memahami arti serta makna arah dari 
badan usaha keuangan non bank (koperasi) juga harus mengerti 
tentang landasan idiil koperasi adalah pancasila, hukum dasar 
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(asas) dari koperasi ialah mengedepankan hubungan keluarga 
(kekeluargaan).  
 Serta sendi atau prinsip yang menjadi dasar koperasi seperti 
mengerti pembagian sisa hasil usaha, sifat keanggotaan sukarela 
dan bersifat terbuka. 
c.  Sanggup dan Bersedia Memenuhi Kewajiban dan Haknya sebagai 
Anggota Koperasi. 
  Secara umum koperasi merupakan tempat yang dijadikan 
perkumpulan bagi para anggota dimana mereka memiliki 
kepentingan yang sama satu sama lain. Keanggotaan tidak bisa 
berpindah-pindah pada satu orang ke orang lain.  
 Artinya ketika seorang anggota ingin berhenti harus 
memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam anggaran 
dasar. Seorang angota juga harus memenuhi kewajibannya dan 
juga mempunyai hak. 
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BAB III 
    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Bentuk Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Perjanjian Kredit di 
Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes.  
  Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes beralamat di jl R.A 
Kartini No.25 A saditan, memiliki 410 anggota, koperasi ini menjalankan 
kegiatan usahanya di simpan pinjam. Pada saat melakukan sesi wawancara 
dengan Manager Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes bahwa 
koperasi ini pertama kali berdiri pada tahun 1999 di Semarang Jawa 
Tengah. Koperasi ini didirikan oleh Dr. Sitorus yang berasal dari batak dan 
sekarang diteruskan oleh istri dan anak-anaknya.  
  Pada tahun 1970 dahulu pertama kali didirikan disebut yayasan lalu 
berubah menjadi koperasi usaha dan berubah lagi sebagai Koperasi 
Simpan Pinjam Abadi Karya pada tahun 1980 an. Sedangkan pada tanggal 
30 Desember 1999 ini koperasi disahkan oleh notaris, dengan nomor 
badan hukum 58/KOK.11.09/XII/1999, serta sudah memiliki beberapa 
cabang di wilayah jawa tengah, seperti di kota brebes yang didirikan tahun 
2008. Adanya pendirian Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes ini 
memiliki tujuan sebagai berikut:  
a. Turut Membantu Perekonomian Masyarakat Indonesia yang Sedang 
Mengalami Kesulitan (Masyarakat Menengah Kebawah); 
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b. Menyediakan Lapangan Kerja Dengan Ini Masyarakat Sekitar Diberi 
Kesempatan Untuk Merubah Keadaan Hidupnya; 
c. Turut Membantu Tata Perekonomian Nasional. 
  Pada Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes ini terdiri dari 1 
Manager, 1 Bendahara, 2 Teller (Kasir), 6 Petugas lapangan. Di Koperasi 
Simpan Pinjam Abadi Karya ada beberapa persyaratan guna mengajukan 
permohonan pinjaman, tetapi yang lebih penting ialah dengan menjadi 
anggota di Koperasid Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes. Saat menjadi 
anggota barulah bisa menyetor uang untuk dana atau tabungan (simpanan) 
utama (pokok) apabila seseorang sudah menjadi anggota yang perlu harus 
membayar yang nominalnya sama dengan yang lain. Pihak debitur perlu 
menyetorkan simpanan wajib yang dilakukan tiap bulan, tidak hanya dua 
simpanan ini saja tetapi terdapat juga tabungan (simpanan) sukarela jika 
disetorkan nominalnya atas kehendak atau kemauan (terserah) anggota 
serta nominalnya beda tiap anggota masing-masing.  
  Calon debitur yang mengajukan pinjaman pada Koperasi Simpan 
Pinjam Abadi Karya Brebes harus disertai barang jaminan. Barang 
jaminan tersebut bermacam-macam, seperti: BPKB, Sertifikat tanah, SK 
Dinas/Kepegawaian, SK Pensiun berikut KARIP-nya/ Buku Pengambilan 
Gaji. Barang jaminan ini sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian 
kredit. Untuk mengajukan permohonan pinjaman di Koperasi Simpan 
Pinjam Abadi Karya Brebes ada beberapa tahapan seperti: 
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a)  Wawancara 
       Calon debitur yang ingin mesngajukan permohonan pinjaman 
datang ke koperasi dan bertemu dengan salah satu petugas, lalu 
petugas tersebut melakukan tanya jawab dengan calon debitur. Dan 
debitur harus mendengarkan dengan seksama.  
  Tujuan dengan adanya tanya jawab ini dimaksudkan agar pihak 
koperasi mengetahui apa maksud dan tujuan dari calon nasabah 
melakukan permohonan pinjaman. Setelah merasa cukup dengan sesi 
ini maka calon debitur bisa memenuhi persyaratan permohonan 
pinjaman dan mengisi formulir permohonan pinjaman. 
b)   Menuliskan Blangko Permintaan Pinjaman Kredit. 
  Setelah melakukan sesi tanya jawab dengan salah satu petugas 
koperasi maka petugas tersebut memberitahu apa saja prosedur 
permohonan pinjamannya. Seperti calon debitur yang ingin 
mengajukan permohonan pinjaman, hal selanjutnya yang dilakukan 
dengan melengkapi persyaratan permohonan pinjaman.  
   Melengkapi (fotocopy KTP suami/istri, fotocopy Kartu 
Keluarga, fotocopy surat nikah, dan melengkapi dokumen agunan, 
gaji/pemghasilan, slip gaji) lalu mengisi formulir permohonan 
pinjaman. Tujuan mengisi formulir ini agar pihak koperasi 
mengetahui informasi data diri debitur serta rencana jumlah pinjaman 
yang ia akan pinjam. 
 
67 
 
 
 
c)   Mengisi Surat Pernyataan Persetujuan Istri / Suami 
  Setelah mengisi surat permohonan kredit langkah berikutnya 
yaitu mengisi surat persetujuan dari pihak keluarga baik itu suami / 
istri / orang tua, tentang pemberian izin kepada pihak lain yang 
mengajukan permohonan pinjaman tersebut. 
d)   Mengecek Kelengkapan Kembali Data Diri Calon Debitur 
   Setelah calon debitur menyerahkan syarat permohonan pinjaman 
kredit, menulis blangko atau selebaran (formulir) pengajuan pinjaman 
serta mengisi surat pernyataan maka selanjutnya yaitu pihak koperasi 
selaku kreditur akan melakukan chek list daftar kelengkapan data 
kredit yang diajukan debitur tersebut seperti (dokumen pinjaman, 
fotocopy KTP suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat 
nikah, dan melengkapi dokumen agunan, gaji/pemghasilan, slip gaji). 
e)   Surat Pernyataan Analisis Yuridis 
  Selanjutnya yaitu surat pernyataan ataupun yang dikenal dengan 
memo. Permohonan pinjaman kredit yaitu yang berasal dari hasil 
analisis petugas koperasi terkait kecakapan pihak calon debitur dalam 
melakukan perjanjian kredit dimana pihak debitur harus melaksanakan 
kewajibannya. 
f) Setelah dilakukannya analisis yuridis dari petugas terkait kecakapan  
pihak calon debitur maka selanjutnya petugas akan memberikan 
penilian tentang berapa harga barang yang dijadikan jaminan. 
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g)   Memorandum Penyidikan 
   Yaitu berupa surat yang isinya perintah guna melaksanakan, 
mencari tahu kebenaran mengenai informasi pada calon debitur terkait 
hal ini yang wajib dilaksanakan karena merupakan salah satu tugas 
koperasi guna mencari tahu kebenaran data diri debitur yang 
mengajukan kredit. 
h)   Setelah melakukan penyelidikan terhadap calon debitur (survey 
mencari tahu rumah dan pekerjaan atau usaha yang dimiliki calon 
debitur) maka petugas tersebut kemudian menyampaikan laporan hasil 
survei kepada komite kredit. Kemudian akan dianalisis proposal 
pengajuan pinjaman dan akan menyampaikan hasil keputusan tersebut 
kepada bagian marketing. Apabila disetujui maka pihak marketing 
akan memproses untuk membuat dan menyampaikannya dalam 
bentuk surat tanpa kop atupun dikenal dengan memorandum. Fungsi 
permohonan pinjaman seperti ini yaitu menyediakan perwujudan akan 
adanya dokumen apa saja yang dibutuhkan agar bisa permohonan 
pinjaman tersebut cair (diterima). Lalu pihak koperasi akan 
menghubungi nasabah tersebut bahwa permohonan pinjamannya telah 
disetujui. 
  Menurut analisis Anggita Yuniarsih proses pengajuan kredit ini 
sudah sesuai seperti prosedur permohonan kredit koperasi pada 
umumnya. Dilihat dari calon peminjam yang datang ke koperasi yang 
mengajukan permohonan pinjaman hingga proses pencairannya akan 
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membutuhkan waktu lama, ini dikarenakan oleh petugas kredit akan 
mencari tahu kebenaran terkait calon debitur (calon nasabah) tersebut. 
  Pada saat membuat kontrak kredit baik itu bank maupun koperasi 
haruslah pelaksanakannya berdasarkan asas itikad baik serta dilakukan 
secara tertulis seperti apa yang sudah tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun sebenarnya asas itikad 
baik ini tidak menjadi salah satu persyaratan absahnya perjanjian 
(kontrak).
112
Seperti pihak kreditur dan pihak debitur saat mengadakan 
perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes. 
  Unsur dari bentuk iktikad baik ini sebenarnya hanya mengisyarat 
pada pelaksanaan dari kontrak. Tetapi dalam pra kontrak dan pasca 
kontrak juga harus didasarkan atas itikad baik. Jadi saat melaksanakan 
perjanjian kredit, harus dilaksanakan dengan asas itikad baik.
113
 
Sebenarnya masih banyak orang yang belum memahami mengenai bentuk 
pelaksanaan dari asas itikad baik dari pihak kreditur dan pihak debitur 
dalam perjanjian kredit. Bentuk asas itikad baik para pihak dituangkan 
dalam pada saat melaksanakan kewajiban para pihak melalui 3 tahapan 
kontrak. 
  Pertama tahap pra kontrak, itikad dari pihak kreditur bisa diketahui 
pada saat wawancara guna memberikan penjelasan tentang apa saja 
persyaratan pengajuan permohonan pinjaman, barang yang bisa dijadikan 
jaminan, proses pencairan dana hingga tata cara angsuran, hak serta 
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kewajiban para pihak yang harus dilakukan. Itikad baik dari pihak debitur 
bisa diketahui pada saat pada saat sesi wawancara secara langsung di 
kantor koperasi, yang dilakukan oleh petugas analisis kredit koperasi dan 
calon debitur menjawab semua pertanyaan mengenai data dirinya. Selain 
menjawab pertanyaan dari petugas koperasi juga harus menyerahkan 
persyaratan yang diikuti dengan menyerahkan barang jaminan.  
  Pada saat wawancara dengan Manager Koperasi Simpan Pinjam 
Abadi Karya Brebes mengatakan bahwa dengan adanya analisis kredit 
koperasi dapat melakukan penelitian ulang, jadi modal atau uang tidak bisa 
langsung dicairkan pada calon debitur dan harus menunggu beberapa hari. 
Setelah itu petugas analisis kredit mulai melakukan survey dari berbagai 
aspek pada pihak yang bersangkutan, dimulai dari pekerjaan atau usaha 
yang dimilikinya sama atau tidak dengan apa yang calon debitur katakan 
pada saat sesi wawancara. Tujuan dari analisis kredit juga mencari tahu 
rumah dari calon debitur tersebut.  
  Tahapan tersebut bisa diamati apapakah ia memiliki itikad baik atau 
tidak yang dimana hasilnya jika sesuai dengan hasil survey bisa dijadikan 
pula sebagai bahan pertimbangan. Itikad baik calon debitur dilihat dari 
hasil survey tentang data dirinya, bahwa yang dikatakan calon debitur pada 
saat sesi wawancara sesuai dengan hasil survey. Ini menandakan bahwa 
pihak debitur ingin melangsungkan isi pokok dari suatu perjanjian yang 
berlandaskan itikad baik. Dengan adanya hasil survei ini dari koperasi, 
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sangat membantu guna mempertimbangkan apakah permohonan pinjaman 
tersebut disetujui atau tidak. 
  Tahap kontrak ini setelah pihak Koperasi Simpan Pinjam Abadi 
Karya Brebes dengan pihak debitur melakukan sesi wawancara kemudian 
melakukan survey. Itikad baik pihak debitur dilihat dari hasil survei 
tentang data dirinya, bahwa yang dikatakan calon debitur pada saat sesi 
wawancara sesuai dengan hasil survey. Ini menandakan bahwa pihak 
debitur ingin melaksanakan substansi kontrak berdasarkan itikad baik. 
Adanya hasil survey ini yang dilakukan oleh pihak koperasi sangat 
membantu atau mendukung guna mempertimbangkan apakah permohonan 
pinjaman tersebut disetujui atau tidak. Itikad baik pihak kreditur dapat 
dilihat, jika sesuai dengan hasil survei maka pihak koperasi akan 
menghubungi pihak debitur tersebut untuk melakukan menandatangani 
perjanjian kontrak kredit. 
  Tahap pasca kontrak ini itikad baik dari pihak debitur yaitu dengan 
menggunakan uang atau modal yang ia pinjam dengan baik dari koperasi, 
sesuai dengan tujuan awal alasan dia mengajukan permohonan pinjaman. 
Dan berusaha untuk melunasi hutangnya sesuai batas tempo apa yang telah 
ditulis dalam surat perjanjian. Sedangkan itikad baik pihak kreditur yaitu 
apabila ada debitur yang mempunyai itikad baik dan ingin melaksanakan 
kewajibannya tetapi ia mengalami kesulitan maka koperasi akan memberi 
keringanan pembayaran angsuran kepada debitur tersebut. 
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  Dari penjelasam diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk 
pelaksanaan asas itikad baik pihak kreditur dan pihak debitur dalam 
perjanjian kredit secara langsung tertuang pada pelaksanaan kewajiban 
para pihak melalui pra perancangan kontrak, perancangan kontrak dan 
pasca perancangan kontrak. Menurut teori bentuk pelaksanaan itikad baik 
pada saat melangsungkan kontrak yaitu termasuk ajaran atau asas yang 
berasal dari romawi yang mengacu pada perilaku atau tindakan pihak 
debitur dan pihak kreditur.
114
 Guna memperoleh tentang penafsiran yang 
lebih baik, yang bisa dimengerti harus dilacak ke dalam ajaran itikad baik 
yang berkembang dalam aturan hukum romawi tersebut. Ajaran tersebut 
bermula ajaran bona fides, asas itikad baik pihak kreditur dan pihak 
debitur dijelaskan dalam aturan perjanjian romawi tertuang pada tiga 
tingkah laku para pihak antara lain:
115
 
a) Pihak pertama dan pihak kedua patut menggenggam erat kesepatan 
yang mereka telah buat; 
b) Pihak pertama dan pihak kedua dilarang menyebabkan salah satu pihak 
merasa rugi karena pihak yang satu mengambil keuntungan dengan 
perbuatan yang menjerumuskan salah satu pihak; 
c) Pihak pertama dan pihak kedua patut menaati kewajiban dan 
berpengarai seperti orang terpandang dan jujur, meskipun kewajiban itu 
tidak secara jelas pada saat kontrak dibuat. 
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       Inti konsep dari bona fides adalah fides kemudian diperluas kearah 
bona fides. Yang merupakan konsep asli serta merupakan sumber yang 
memiliki sifat religious, mengandung arti keyakinan (kepercayaan) didapat 
dari pihak satu pada pihak lain maupun keyakinan (kepercayaaan) akan 
kehormatan serta sifat jujur dari satu pihak pada pihak lain.
116
  
       Para sarjana hukum romawi abad pertengahan mengaitkan kewajiban 
itikad baik dengan ketaatan terhadap apa yang sudah diperjanjikan dan ius 
gentium.
117
 Sedangkan menurut Odofredus, kewajiban-kewajiban ini 
secara alamiah menjadi bagian dari kontrak, karena kewajiban ini 
dinyatakan sebagai natural reason oleh ius gentium. Dalam teks hukum 
romawi yang lain menyatakan bahwa kepatutan berkaitan itikad baik 
dalam kontrak. Menurut para sarjana hukum, teks ini mempunyai arti para 
pihak tidak hanya mencegah penipuan atau kebohongan melainkan juga 
mengikat pada kewajiban isi kontrak yang tidak mereka perjanjikan 
maupun yang tidak dikehendaki.
118
 
       Baldus membedakan beberapa jenis itikad baik, bahwa hakim bisa 
memakai itikad baik untuk dua tujuan. Pertama untuk mengetahui apakah 
kontrak mengikat atau tidak. Kedua untuk mengetahui apa yang menjadi 
kewajiban para pihak serta mereka sudah memenuhi atau tidak 
kewajibannya. Selanjutnya John Rawls menyapaikan pemikirannya 
mengenai keadilan dalam asas itikad baik sebagai fairness. Teori ini dibuat 
dengan berlandaskan pendapat posisi tiap orang, mengenai duduk perkara 
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guna membicarakan kontrak yang memuat peraturan atau ketentuan yang 
wajib dipatuhi pihak-pihak yang membuat kontrak.
119
 Seiring berjalannya 
kontrak antar individu yang bebas serta mandiri, yang artinya memiliki 
posisi yang sama oleh sebab itu menggambarkan keserasian antara 
ucapakan dari perkataan seseorang dengan tindak tanduk yang 
dilakukannya. Serta memiliki hak atau wewenang yang sama antar 
individu yang memiliki pemikiran yang logis saat berlangsungnya suatu 
kontrak. 
       Menurut analisis Anggita Yuniarsih di Koperasi Simpan Pinjam Abadi 
Karya Brebes saat melangsungkan perikatan bentuk pelaksanaan asas 
itikad baik pihak pertama dan pihak kedua sudah terjaga dan terpelihara 
sebagaimana mestinya sesuai dengan teori hukum romawi. Seperti apa 
yang ada dipikiran John Rawls bahwa dalam melangsungkan kontrak tiap-
tiap pihak yang terpenting harus bisa melaraskan antara ucapan dengan 
tindakan yang dilakukannya untuk mematuhi peraturan yang sudah 
disepakati bersama. Dengan adanya bentuk pelaksanaan itikad baik ini 
yang terjaga dengan baik bisa mengurangi atau bahkan tidak akan terjadi 
sengketa. Apabila muncul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kredit, 
maka dapat diselesaikan dengan cara damai (kekeluargaan) dan mencari 
solusi masalah sehingga mendapatkan hasilnya yang kemudian diterima 
oleh pihak kreditur dan pihak debitur yang bersengketa. 
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 Seorang debitur bisa dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan 
perjanjian bisa dilihat pada kontrak yang mereka buat. Yang pada akhirnya 
dalam kontrak tersebut menunjukkan adanya ketentuan batas waktu 
pelaksanaan kontraknya. Sedangkan jika didalam kontrak tersebut tidak 
disebutkan batas waktu untuk melaksanakan kewajibannya pada Pasal 
1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang sudah ditegaskan 
pada maka pihak kreditur wajib menyampaikan kepada dirinya bahwa dia 
dengan secara niat sengaja ataupun sebaliknya sudah melaksanakan apa 
yang dilarang dalam kontrak. 
 Pada saat melakukan sesi wawancara dengan Manager Koperasi 
Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes mengatakan bahwa jika pihak debitur 
melakukan wanprestasi kemudian pihak koperasi akan mengadakan 
pembinaan bagi pihak debitur yang telat dalam membayar angsuran. 
Kelalaian atas tindakan debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut 
sangat merugikan pihak kreditur (koperasi). Dimana keadaan ini pihak 
debitur tidak dapat melunasi kreditnya dengan tidak tepat waktu apa yang 
sudah dijanjikan pada saat membuat kontrak disebut kredit macet.  
Faktor penyebab kredit macet bisa disebabkan oleh dua faktor: 
a. Dari Pihak Internal 
Dari pihak koperasi dapat disebabkan oleh hal-hal di bawah ini seperti: 
1. Dalam melakukan analisis, pihak analis kurang teliti, apa yang tidak 
terperediksi sebenarnya terjadi atau sebelumnya salah dalam melakukan 
perhitungan; 
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2. Petugas koperasi terlalu yakin akan kemampuan pada nasabah tersebut; 
3. Petugas koperasi tidak memilik informasi tentang track record nasabah 
khususnya terkait karakter nasabah tersebut; 
4. Kebijakan pimpinan yang memberikan kredit kepada nasabah yang 
masih ada hubungan teman dekat atau keluarga, memungkinkan terjadi 
kredit macet; 
5. Ketidakmampuan dalam manajemen koperasi (pencatatan tidak 
memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak 
cukup sehingga koperasi tersebut gagal mengendalikan keuangannya 
sendiri); 
b. Dari Pihak Eksternal 
Dari pihak nasabah dapat disebabkan oleh hal-hal di bawah ini seperti: 
1. Pihak debitur tidak mampu menjalankan bisnisnya sendiri; 
2. Kredit pinjaman koperasi tidak digunakan sebagaimana mestinya; 
3. Keberadaan debitur tidak diketahui pihak koperasi (telah berpindah 
rumah maupun lokasi usahanya); 
4. Usahanya bangkrut; 
5. Debitur mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dunia; 
6. Nasabah tidak mampu bersaing dengan kenyataan yang ada bahwa 
persaingan usaha sekarang semakin ketat; 
7. Usaha yang dijalankan nasabah termasuk baru dan belum memberikan 
hasil untuk nasabah bisa melunasi kreditnya; 
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8. Uang yang seharusnya disetorkan pada koperasi tetapi dipakai untuk 
kebutuhan mendesak seperti membayar sekolah anak. 
       Selain faktor penyebab terjadinya kredit macet diatas, hasil 
wawancara dengan Manager Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes 
menjelaskan bahwa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit 
macet pada koperasi tersebut cenderung disebabkan oleh faktor: 
a. Tingginya Denda 
Jika pihak debitur telat melaksanakan kewajibannya akan dikenakan 
denda sebesar 6% walaupun bunga yang dikenakan tidak sebesar itu 
dikarenakan ada dispensasi (potongan yang dilakukan pihak koperasi). 
Yang dilakukan pada saat negosiasi dengan pihak koperasi, pihak 
debitur masih merasa tidak sanggup membayar denda sebanyak itu. 
b. Terdapat juga beberapa pihak debitur yang berprofesi sebagai nelayan, 
petani, dan buruh pada Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes.  
       Seperti yang kita ketahui bahwa debitur yang berprofesi tersebut 
pendapatannya tergolong rendah dan sesuai dengan musim. Apabila 
mereka tidak dapat bekerja pada musim tertentu (musim bekerja) 
mereka mengalami krisis keuangan. Sehingga dampaknya secara 
langsung berpengaruh kepada kredit yang mereka pinjam di koperasi 
karena mereka tidak bisa membayar kredit sesuai dengan batas tempo 
yang sudah dijanjikan dan secara berkala menyebabkan kredit tersebut 
mengalami bermasalah.  
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       Pada saat sesi wawancara dengan Manager Koperasi Simpan pinjam 
Abadi Karya Brebes menjelaskan bahwa ada juga kesalahan yang dilakukan 
petugas bagian kredit dilapangan dalam pemberian kredit. Namun hal ini 
sudah diselesaikan dengan baik dan kedepannya diharapkan tidak ada 
kesalahan seperti ini terulang lagi seperti: 
1. Kurangnya ketelitian pihak koperasi dalam menganalisis kredit yang 
berakit pada debitur macet dalam pembayarannya.  
 Sepatutnya koperasi teliti dalam menganalisis apakah debitur 
mempunyai kemampuan sanggup apakah tidak untuk melakukan 
kewajibannya. Hal ini menjadi yang harus faktor penentu kenapa debitur 
tidak bisa melakukan kewajibannya. 
2. Kurangnya informasi tentang debitur sebagai peminjam kredit  
 Hal ini lebih mengarahkan bisa menjadi penyebab terjadinya kredit 
bermasalah (macet) dikarenakan informasi yang didapat mengenai 
debitur harus disertakan dengan jelas. Hal ini bisa meminimalisir debitur 
memiliki itikad baik atau tidak tidak. Dengan adanya informasi debitur 
yang lengkap maka dapat memberi informasi secara jelas dimana debitur 
itu berasal dan bekerja. 
3. Debitur mengalami meninggal dunia 
 Debitur yang meninggal dunia akan mengakibatkan pembayaran 
kredit menjadi macet. Jika sudah seperti ini maka pihak koperasi akan 
menemui ahli waris tersebut dan membicarakan tentang hutang orang 
tuanya. 
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4. Usaha bangkrut 
 Usaha yang dibangun sendiri oleh debitur mengalami kebangkrutan, 
sehingga berdampak pada pembayaran kredit menjadi macet karena tidak 
adanya uang yang bisa disetorkan pada pihak koperasi. 
       Menurut analisis Anggita Yuniarsih tingginya denda sudah menjadi hal 
umum bahwa dengan denda yang dikenakan tiap hari semakin bertambah 
banyak, maka pihak debitur merasa dirinya merasa terbebani juga untuk 
memenuhi kewajibannya. Dan bahwa dengan adanya faktor internal (dari 
pihak koperasi) ini membuktikan juga bahwa dari pihak koperasi sendiri 
dapat menyebabkan kredit bermasalah dan menjadi macet secara langsung 
menjadi beban bagi dirinya sendiri. Dan apabila memang tidak mampu ahli 
waris tersebut melunasi hutangnya, maka pihak koperasi akan memberikan 
keringanan dengan hanya membayar sebagian untuk memenuhi 
kewajibannya. Atau bahkan bisa ahli waris tersebut tidak usah membayar 
hutang tersebut. 
  Pihak debitur yang melakukan wanprestasi dan apabila susah untuk 
ditagih, menurut Manager Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes 
saat melakukan sesi wawancara mengatakan akan memberikan hadiah 
berupa sanksi dengan memblack list pada siapa saja debitur yang susah 
diatur. Ada kasus seperti ini terjadi walaupun sudah memblack list debitur 
tersebut, beberapa bulan debitur tersebut mengajukan permohonan pinjaman 
lagi pada koperasi ini. 
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B. Penyelesaian Kredit Macet dengan Dilakukan Asas Itikad Baik 
(Negosiasi) di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes. 
Saat melakukan sesi wawancara dengan Manager koperasi Simpan 
Pinjam Abadi Karya Brebes menjelaskan dalam menyelesaikan suatu 
sengketa seperti terjadinya kredit macet bisa diselesaikan melalui dua 
cara yaitu: 
a. Jalur Litigasi 
Jalur litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan. Penanganan kredit macet menggunakan jalan ini dapat 
memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui 
pengadilan. Pengadilan disini bisa dikatakan sebagai orang ketiga 
atau penghubung bagi pihak pertama dan pihak kedua yang 
bersengketa.
120
 
Lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia meliputi:
121
 
1. Pengadilan Umum /Pengadilan Negeri 
Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan 
umum atau peradilan negeri merupakan lembaga pelaksana 
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penanganan menggunakan 
jalan ini dapat dilakukan dengan gugatan biasa. Dalam 
menjalankan gugatan ini akan melalui tiga tahapan yaitu 
                                                             
120 Jimmy Jones, Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta:  Visimedia, 2011, 
hlm.9.
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tingkatan yang pertama di pengadilan negeri, yang kedua di 
tingkat pengadilan banding dan yang ketiga di tingkat kasasi di 
Mahkamah Agung. 
2. Pengadilan Niaga/pengadilan khusus 
Pengadilan ini terletak pada pengadilan umum, pengadilan 
ini tempat yang bertugas untuk mengatur mengurus penyelesaian 
sengketa perkara, permohonan pernyataan pailit, PKPU, HKI 
yang meliputi hak cipta, merk, dan paten.  
b. Jalur Non Litigasi 
Jalur non litigasi adalah penanganan permasalahan kredit macet 
yang tidak diselesaikan lewat meja hijau (pengadilan) berdasarkan 
persetujuan pihak-pihak yang terkait tetapi penyelesaiannya bisa 
berbagai cara seperti mediasi, konsoliasi, negosiasi.
122
 
Bab II Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 ini mengatur 
tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan. Keberhasilan 
penyelesaian sengketa melalui lembaga APS ditandai dengan 
tercapainya kesepakatan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan 
dasar tersebut kemudian dibuat perjanjian perdamaian secara 
tertulis.
123
 
Di Indonesia terdapat beberapa langkah alternative yang diambil 
dalam penyelesaian sengketa antara lain: 
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a. Negosiasi 
Berasal dari kata latin yaitu negotium memiliki arti kegiatan 
atau usaha yang menujuk pada perbuatan tawar-menawar atau 
berunding dengan perspektif kedua belah pihak guna mencapai 
kesepakatan.
124
 Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai 
tersebut kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditanda 
tangani kreditur serta debitur yang dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 
b. Mediasi 
Merupakan suatu proses perdamaian yang dijalankan oleh 
kreditur dan debitur yang berselisih dan dibantu oleh pihak 
penengah atau bisa disebut dengan pihak ketiga jika dalam 
penyelesaian alternative distribution disebut dengan mediator.  
Demi tercapainya hasil keputusan ini atau win-win solution 
atau tanpa mengeluarkan biaya sangat banyak, akan namun 
efektif sehingga dapat diterima seutuhnya oleh pihak-pihak yang 
berselisih (bersengketa) dengan kerendahan hati.
125
 
c. Konsoliasi 
Merupakan penyelesaian sengketa yang mempunyai 
kesamaan dengan mediasi, suatu metode apabila kreditur dan 
debitur dalam konflik dengan dibantu oleh penengah yang biasa 
disebut dengan pihak ketiga. Netral tanpa memihak siapa pun 
                                                             
124
 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Op.cit., hlm.186.
  
125
 Suherman, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan, Jurnal 
Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 180.
  
83 
 
 
 
yang biasa disebut konsoliato. Mengidentifikasi masalah, 
menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan 
penyelesaian.
126
 
Menurut Manager Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes saat 
melakukan sesi wawancara mengatakan bahwa penanganan sengketa 
kredit bermasalah lebih mengutamakan dengan jalan musyawarah secara 
kekeluargaan atau negosiasi dengan pihak debitur. Dan ketika 
menemukan sengketa kredit bermasalah oleh pihak debitur, bahwa 
langkah pertama yang diambil dengan menggunakan jalur nonlitigasi 
tepatnya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan ini sesuai dengan 
apa yang tertulis di kontrak pinjaman yang ditanda tangani antara kreditur 
dan debitur. 
Pihak debitur yang memiliki itikad baik, tetapi tidak sanggup untuk 
melaksanakan kewajibannya seperti nasabah yang berprofesi sebagai 
nelayan, petani dan buruh tidak bekerja. Mereka bekerja sesuai musim 
tertentu maka bisa dilakukan musyawarah terlebih dahulu secara 
kekeluargaan untuk mencari solusinya apabila kedua belah pihak telah 
sepakat, maka penyelesaian kredit macet bisa dilakukan diluar pengadilan 
yaitu dengan cara negosiasi dengan pihak koperasi. Alasan dipilihnya 
penanganan kredit bermasalah ini menggunakan negosiasi karena 
dianggap lebih baik dibandingkan metode alternative distribusion relative 
lain (melalui jalur hukum). Saat melakukan sesi wawancara dengan 
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Manager Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes mengatakan 
dipilihnya negosiasi sangat cepat, serta hasil yang didapat dari negosiasi 
itu yaitu: 
1. Memberikan keringanan kepada debitur dalam membayar angsuran 
dan diberikan kesempatan untuk membayar angsuran lebih kecil dari 
ketentuan yang seharusnya (misalnya seperti harus mengangsur 38 
kali menjadi 32 kali). 
2. Memberikan keringan kepada debitur dengan cara dengan membayar 
setengah dendanya saja. Misalnya denda di koperasi sebesar 6% 
maka pihak koperasi memberikan kebijakan akan smemotong 
setengah persen dendanya sehingga menjadi 3%. Atau bisa juga 
debitur tidak usah membayar denda tetapi tetap melunasi pinjaman 
dan bunganya dipotong menjadi 2%. 
3. Penjualan agunan dibawah tangan pihak koperasi akan 
memindahtangankan kepada pihak ketiga tetapi pihak koperasi 
memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada debitur untuk 
menjual sendiri barang agunannya untuk memenuhi kewajibannya. 
Selama ini pinjaman kredit yang bermasalah tidak pernah sampai ke 
pengadilan menurut Manager Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya 
Brebes saat melakukan sesi wawancara. Dikarenakan dengan adanya 
pendekatan ini dijalankan pihak kreditur kepada debitur serta kerja sama 
debitur untuk mau terbuka maka bisa dicari terlebih dahulu jalan 
keluarnya. 
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Menurut analisis Anggita Yuniarsih bahwa dalam melaksanakan 
perjanjian pinjaman, bentuk pelaksanaan asas itikad baik sesuai dengan 
teori yang ada pada hukum romawi. Dan metode menyelesaikan sengketa 
kredit macet dengan dilaksanakan dengan asas itikad pada Koperasi 
Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes sesuai sebagaimana mestinya dalam 
proses penyelesaian kredit macet tersebut dijalankan sesuai dengan 
peraturan perkoperasian. Oleh karena itu debitur yang memiliki itikad 
baik atau yang masih mempunyai niat yang baik guna menyelesaikan 
kredit macet dapat menempuh upaya penyelesaian alternatif penyelesaian 
sengketa secara kekeluargaan melalui negosiasi hingga timbulah 
kesepakatan antara pihak koperasi. 
Pernah terjadi kasus kredit macet yang tak bisa ditemukan 
keberadaan debiturnya tetapi masih bisa ditempuh jalur non litigasi, 
permasalahan ini terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya 
Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa jalur non litigasi lebih memberikan 
banyak kemudahan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan 
kredit macet. Penyelesaian kredit macet memakai jalur non litigasi 
menjadi penanganan yang memberikan keutungan pada pihak pertama 
dan pihak kedua yang bersengketa lantaran para pihak telah sepakat. Hal 
ini dikarenakan penyelesaian kredit macet melalui jalur ini (asas 
kekeluargaan) lebih menguntungkan oleh pihak pertama dan pihak kedua 
yaitu kreditur dan debitur. Penyelesaian dapat dilakukan apabila para 
pihak mendasarkan pada itikad baik. 
 86 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Bentuk pelaksanaan Asas itikad baik pihak kreditur dan pihak debitur 
dalam perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes 
tertuang pada saat melaksanakan kewajiban para pihak melalui 3 tahapan 
kontrak yaitu tahap pra kontrak, tahap kontrak serta tahap pasca kontrak. 
2. Bahwa peyelesaian kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya 
Brebes dilakukan diluar pengadilan berhasil mencapai kesepakatan, yaitu 
dengan negosiasi yang awalnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. 
Dipilihnya jalan ini karena selain saling menguntungkan (win-win 
solution) lantaran tidak perlu mengeluarkan biaya. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat dikemukakan dari permasalahan dalam penulisan diatas 
antara lain: 
1. Koperasi Simpan Pinjam Abadi Karya Brebes harus lebih memerhatikan 
pihak debitur apabila terjadi kredit macet dengan sering berkunjung ke 
kediamannya, serta lebih memerhatikan juga pada saat prosedur 
pemberian kredit, dan melakukan peninjauan kembali persyaratan pada 
tahap permohonan peminjaman dan juga tidak hanya mementingkan 
pencapaian target saja. 
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2. Bahwa sebagai pihak kreditur (koperasi) mempunyai kedudukan 
istimewa (preventif), yang artinya mempunyai hak untuk mendapatkan 
uang dari pelunasan pembayaran hutang dari pihak debitur. Dengan cara 
barang jaminan yang disita untuk dilakukan eksekusi melalui lelang 
jaminan. Tetapi pihak koperasi tidak melakukan hal tersebut, dikarenakan 
mengingat bahwa pilar atau lambang dari badan usahanya yaitu asas 
kekeluargaan. 
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